
 

 

 

 

 

 

PERSPEKTIF KEADILAN ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA 

BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN 

 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

Oleh 

Harvinaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 
 
 

PERSPEKTIF KEADILAN ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA 

BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN 

 

 

Oleh: 

HARVINAZ 

Pasal 97 KHI menentukan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak 

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan. Fakta membuktikan bahwa terdapat Hakim Agama yang memutus 

perkara pembagian harta bersama akibat perceraian dengan mengesampingkan 

ketentuan Pasal 97 KHI, sebagaimana Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo 

dan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah perspektif keadilan Islam terhadap pembagian harta bersama akibat 

perceraian, pertimbangan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama akibat 

perceraian pada Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 

22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm, dan alasan Majelis Hakim memutus perkara tersebut 

dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif-yuridis dengan tipe penelitian 

deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis-normatif. 

Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder. Pengumpulan data 

menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data 

dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data, 

yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat dinyatakan bahwa perspektif keadilan Islam terhadap 

pembagian harta bersama akibat perceraian adalah dengan menerapkan keadilan 

Islam yang proporsional, yaitu dengan membagi sesuai kontribusi para pihak 

dalam memperoleh harta tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan 

Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm 

adalah berdasarkan kontribusi para pihak terhadap keberadaan harta bersama, dan 

dari sisi pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, Majelis 

Hakim berpendapat ketentuan Pasal 97 KHI dapat dikesampingkan, karena selama 

perkawinan berlangsung, istri yang memiliki kontribusi terhadap keberadaan harta 

tersebut, sedangkan suami melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah dan 

tempat tinggal. Hal tersebut menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk 

menetapkan porsi yang lebih besar dalam pembagian harta bersama kepada istri. 

Hal ini sesuai dengan keadilan Islam yang proporsional. 

Kata Kunci: Harta Bersama, Perceraian, Keadilan Islam, Putusan Hakim 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 
 

ISLAMIC JUSTICE PERSPECTIVE ON MARITAL PROPERTY 

DISTRIBUTION DUE TO DIVORCE 

 

 

By: 

HARVINAZ 

Article 97 KHI determines that the widow or widower divorce each has the right 

to one-two of the marital property as long as it is not determined otherwise in the 

marriage agreement. Facts prove that there is a Religious Judge who decides the 

case for the marital property distribution due to divorce by ruling out the 

provisions of Article 97 KHI, as Decision Number 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo and 

Decision Number 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm. The problems in this study are the 

perspective of Islamic justice on marital property distribution due to divorce, the 

Judge's consideration on marital property distribution due to divorce in Decision 

Number 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo and Decision Number 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm, 

and the reason for the Judges to decide the case by ruling out the provisions of 

Article 97 KHI. The kind of research used is normative-juridical legal research 

with descriptive research type. The problem approach uses a juridical-normative 

approach. Data and data sources are obtained from secondary data. Data collection 

uses literature studies and document studies. Data processing methods are carried 

out by checking data, reconstructing data, and systematizing data, which are then 

analyzed qualitatively. Based on the results of the research and discussion it can 

be stated that the Islamic justice perspective on marital property distribution due 

to divorce is to apply proportional Islamic justice, namely by dividing according 

to the contributions of the parties in obtaining the properties. The Judge's 

consideration on Decision Number 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo and Decision 

Number 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm is based on the contributions of the parties to 

the existence of marital property, and in terms of fulfilling the rights and 

obligations of the parties. Therefore, the Judges argued that the provisions of 

Article 97 KHI could be ruled out, because during the marriage took place, the 

wife had a contribution to the existence of the property, while the husband 

neglected his obligation to provide living and place. This is the reason for the 

Judges to determine a bigger portion in the distribution of marital property to the 

wife. It is in accordance with proportional Islamic justice. 

Keywords: Marital Property, Divorce, Islamic Justice, Judge Decision 



 

 

 

 

 

 

PERSPEKTIF KEADILAN ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA 

BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN 

 

 

Oleh 

Harvinaz 

 

 

Skripsi 

 

 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Hukum 

 

 

Pada 

 

Bagian Hukum Keperdataan 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 







 



RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama Harvinaz, dilahirkan di Bandar Lampung 

pada tanggal 7 Januari 1998. Penulis merupakan anak pertama 

dari dua bersaudara dari pasangan Suhermanto dan Tuti 

Martini. 

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Islam Terpadu Fitrah Insani 

yang diselesaikan pada tahun 2003, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Sumberejo yang 

diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 14 Bandar 

Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah 

Menengah Atas di SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2015. 

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur 

SNMPTN pada tahun 2015. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir 

semester 5 (lima) selama 40 (empat puluh) hari di Desa Terang Makmur, Kecamatan 

Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selama menjadi mahasiswa, penulis 

ikut dan aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata. 



 

 

 

 

 

 

MOTO 
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(QS. An-Nisa’/4: 58) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menegaskan bahwa perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara 

keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan 

ucapan seremonial yang sakral. 1 

Adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita mengakibatkan 

berubahnya status mereka menjadi suami istri yang kedudukannya sederajat baik 

dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat. Tujuan 

perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah 

dan rahmah. Hal ini menghendaki adanya saling pengertian, kerja sama dan saling 

membantu untuk mencapai suatu kebahagiaan baik material maupun spiritual.2 

                                                           
1 Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), 

Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 8 
2 Husni Syawali, 2009, Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut 

KUH Perdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, 

Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 110. 
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Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya dan kebahagiaan bagi 

pasangan suami istri yang bersangkutan.3 Akan tetapi, menjalani kehidupan rumah 

tangga tidak semudah yang dibayangkan sebelum terjadinya perkawinan, banyak 

perubahan hak dan kewajiban antara suami istri yang sangat memerlukan 

kematangan biologis dan psikologis. Fakta menunjukan bahwa tidak sedikit mereka 

yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan biologis, tetapi secara psikologis 

belum siap. Hal seperti inilah yang sering menimbulkan keretakan dalam hubungan 

rumah tangga.4 

Tiap rumah tangga memiliki problem spesifik, tetapi problem yang sering 

berkembang menjadi batu sandungan hampir sama karakteristiknya, yaitu:5 (a) 

persepsi terhadap rezeki, (b) egoisme, (c) perkembangan psikologi pasangan. 

Permasalahan tersebut jika tidak disikapi dengan baik maka dapat berujung pada 

berakhirnya perkawinan atau putusnya perkawinan. 

Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena 

perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KHI. 

                                                           
3 Etty Rochaeti, 2013, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam 

Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Posiif, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 28 No. 01, 

hlm. 651. 
4 Nunung Rodliyah, 2016, Hukum Islam (Buku Ajar), Bandar Lampung, Universitas 

Lampung, hlm. 154. 
5 Said Husen Al-Munawar, dkk., 2004, Agenda Generasi Muda Intelektual, Jakarta, 

Penamadani, hlm. 73. 
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Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang halal yang 

mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, maka hal tersebut menunjukan bahwa 

perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh 

suami istri apabila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan 

keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah 

ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah 

pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-

langkah dan teknik-teknik yang diajarkan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadits.6 

Setelah putusnya ikatan perkawinan permasalahan tidak berakhir begitu saja. 

Ternyata muncul permasalahan baru yang timbul sebagai akibat hukum yang 

merupakan konsekuensi dari ikatan perkawinan tersebut. Putusnya ikatan 

perkawinan akan membawa akibat hukum seperti masalah hadhanah, ‘iddah, 

nafkah, harta bersama dan lain sebagainya.7 Pembagian harta bersama antara suami 

dan istri pasca perceraian menjadi persoalan yang rumit, sehingga tidak heran 

banyaknya gugatan harta bersama pasca perceraian.8 

Hukum Islam pada umumnya tidak melihat adanya harta bersama. Hukum Islam 

lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang 

dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa 

yang dihasilkan istri adalah harta miliknya.9 Isu harta bersama lebih banyak 

berkembang dan urgent untuk dibicarakan pada masa modern ini, tetapi 

                                                           
6 Zainuddin Ali, 2009, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 73. 
7 Abber Hasibuan, 2015, Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Pendidikan 

& Hukum Islam An-Nahdhah Vol 9, No 1, hlm. 4. 
8 M. Beni Kurniawan, 2018, Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi 

Suami Istri Dalam Perkawinan, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1, hlm. 42. 
9 Besse Sugiswati, 2014, Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat, Perspektif Volume XIX No. 3, hlm. 204. 
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sesungguhnya masalah harta bersama tetap ada dalam kajian hukum Islam. Hal ini 

dapat dilihat melalui pendekatan ijtihad dan qiyas.10 

Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah-

masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta bersama 

merupakan wilayah keduniaan yang belum tersentuh oleh hukum Islam klasik. 

Hukum Islam kontemporer tentang harta bersama dianalisis melalui pendekatan 

ijtihad, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan 

perkawinan merupakan harta bersama.11 Dengan demikian, Pasal 1 huruf f KHI 

menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta 

bersama, yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri 

selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas 

nama siapapun. 

Harta bersama dalam hukum Islam merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan 

suami istri selama hubungan perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha 

mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Mereka berdua perlu 

memegang teguh janji suci sebagaimana terekam dalam bunyi akad yang telah 

mereka ucapkan ketika menikah dulu. Janji suci atau syirkah itu perlu dipelihara, 

jika hubungan keduanya (suami-istri) putus harus ada yang dibagi termasuk harta 

bersama di antara mereka.12 Pembagian harta bersama akibat perceraian diatur 

dalam Pasal 97 KHI yang menjelaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing 

                                                           
10 Happy Susanto, 2008, Pembagian Harta Gono-Gini, Jakarta, Visimedia, hlm. 49-50. 
11 Besse Sugiswati, op. cit., hlm. 205. 
12 Happy Susanto, op. cit., hlm. 55. 
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berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 

perjanjian perkawinan. 

Harta kekayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkawinan 

karena dapat dikatakan sebagai penggerak suatu kehidupan perkawinan. Dalam 

perkawinan memang sudah sepantasnya suami yang berkewajiban memberikan 

nafkah bagi hidup rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan 

ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun pada masa sekarang ini, 

wanita telah memiliki kesempatan yang hampir sama dalam pergaulan sosial, 

wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini 

pastinya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama 

perkawinan berlangsung ataupun jika suatu saat terjadi perceraian.13 

Pasal 80 ayat (4) huruf a KHI menyatakan bahwa kewajiban suami sesuai 

penghasilannya wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 

Akan tetapi, tidak sedikit kasus perceraian yang terjadi disebabkan karena suami 

tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal 

kepada istrinya, sehingga istri harus menanggung beban ganda yaitu sebagai ibu 

rumah tangga dan juga sebagai pencari nafkah. Oleh karena itu, tidak adil apabila 

pembagian harta bersama akibat perceraian dibagi sama rata dengan pembagian 1/2 

(seperdua) untuk suami dan 1/2 (seperdua) untuk istri sebagaimana ketentuan Pasal 

97 KHI, dikarenakan lebih besarnya kontribusi istri dalam memperoleh harta 

                                                           
13 Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, 2017, Kedudukan Harta Bersama Dalam 

Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama, 

Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 2, hlm. 174. 
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kekayaan dalam perkawinan tersebut, serta adanya kewajiban-kewajiban esensial 

yang tidak terpenuhi oleh suami dan terabaikannya hak-hak istri. 

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan 

keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Allah SWT berfirman 

yang artinya, “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”14 Hal ini tentunya juga berlaku 

dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian, di mana harta tersebut 

harus dibagi secara adil bagi kedua belah pihak. Meskipun Pasal 97 KHI 

menentukan bahwa masing-masing suami istri berhak seperdua dari harta bersama, 

tetapi fakta membuktikan bahwa terdapat Hakim Agama yang memutus perkara 

pembagian harta bersama akibat perceraian dengan mengesampingkan ketentuan 

Pasal 97 KHI. 

Perkara pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan Pengadilan 

Agama Gorontalo Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo (selanjutnya disebut Putusan 

Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo), hakim memutus perkara tersebut dengan 

mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI, yaitu hakim membagi harta bersama 

berupa tanah, rumah dan sebuah sepeda motor dengan pembagian 1/5 (seperlima) 

untuk suami dan 4/5 (empat perlima). 

Di samping itu, terdapat juga perkara pembagian harta bersama akibat perceraian 

pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 

22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm (selanjutnya disebut Putusan Nomor 

                                                           
14 QS. An-Nisa’ (4): 58. 



7 
 

22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm), di mana hakim memutus perkara tersebut dengan 

mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI, yaitu dengan menetapkan bahwa 

rumah dan tanah yang menjadi harta bersama menjadi hak istri, sedangkan suami 

hanya mendapatkan haknya yang keseluruhannya berjumlah Rp.3.300.000 (tiga 

juta tiga ratus ribu rupiah) dari taksiran biaya beberapa potong kayu bekas bangunan 

ditambah dengan ongkos pengawasan penambahan bangunan selama 4 (empat) 

bulan yang ia sumbang terhadap harta bersama tesebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam dan kemudian menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Perspektif Keadilan Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat 

Perceraian.” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka 

dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana perspektif keadilan Islam terhadap pembagian harta bersama akibat 

perceraian? 

b. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama 

akibat perceraian pada Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dan Putusan 

Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm? 
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c. Mengapa Majelis Hakim memutus perkara pada Putusan Nomor 

546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm dengan 

mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi: 

a. Perspektif keadilan Islam terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian. 

b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta 

bersama akibat perceraian pada Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dan 

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm. 

c. Alasan Majelis Hakim memutus perkara pembagian harta bersama akibat 

perceraian pada Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 

22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penilitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini, yaitu: 

a. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perspektif keadilan Islam 

terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian. 

b. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim 

dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian pada 
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Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 

22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm. 

c. Mengetahui dan mendeskripsikan alasan Majelis Hakim memutus perkara 

pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan Nomor 

546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm dengan 

mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis, diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis 

dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang perspektif keadilan Islam 

terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian, terutama yang 

mempunyai relevansi dengan skripsi ini. 

b. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat menambah wawasan pengalaman dengan 

menerapkan dan membandingkan antara teori dan praktik dalam lingkungan 

Pengadilan Agama dan sebagai sumbangan penelitian atau informasi bagi pihak 

yang memerlukan, khususnya bagi para penulis sendiri dan mahasiswa hukum 

pada umumnya.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Perceraian 

 

1. Pengertian Perceraian 

“Cerai/talak” dari segi bahasa diambil dari kata at-Thalaq, yang berarti melepas dan 

meninggalkan, sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan ikatan 

perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan 

tertentu.15 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai berarti pisah, putus 

hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. 

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi talak. Dalam ensiklopedi 

Islam16 disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali, talak ialah 

pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di 

masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan 

sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan 

oleh suami, sedangkan “di masa yang akan datang” maksudnya adalah berlakunya 

hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Kemungkinan talak seperti itu adalah 

talak yang dijatuhkan dengan syarat. Menurut mazhab Syafi’ talak ialah pelepasan 

                                                           
15 Nunung Rodliyah, op. cit., hlm. 153. 
16 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2001, Ensiklopedi Islam Jilid 5, Jakarta, Ichtiar Baru 

Van Hoeve, hlm. 53. 
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akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu, sedangkan 

menurut mazhab Maliki talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya 

kehalalan hubungan suami istri. 

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Bab XVI KHI 

untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara 

seorang pria dan seoranng wanita yang hidup sebagai suami istri. Menurut 

Zainuddin Ali17 putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria 

dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang di antara 

keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah 

seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya 

sehingga Pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. 

2. Penyebab atau Alasan Perceraian 

Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT, namun 

hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan 

mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.18 Menurut Ahmad Rofiq, 

sebagaimana dikutip oleh Abber Hasibuan19, setidaknya ada 4 (empat) 

kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu 

timbulnya keinginan untuk memutuskan perkawinan yaitu:  

a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri. 

b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami. 

                                                           
17 Zainuddin Ali, op. cit., hlm. 73. 
18 Muhammad Syaifuddin, dkk., 2014, Hukum Peceraian, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 181. 
19 Abber Hasibuan, 2015, Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Pendidikan 

& Hukum Islam An-Nahdhah Vol 9, No 1, hlm. 5. 
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c. Terjadinya perselisihan atau percekcokan antara suami dan istri, yang ada dalam 

Al-Qur’an disebut dengan syiqaq. 

d. Terjadinya salah satu pihak melakukan zina atau fahisya yang menimbulkan 

saling tuduh-menuduh antara keduanya. 

Pasal 113 KHI menyatakan perkawinan dapat putus karena: 

a. Kematian; 

b. Perceraian; 

c. Atas putusan pengadilan; 

Pasal 114 KHI menjelaskan mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh 

perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 116 KHI: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan;  

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain;  

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;  
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f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  

g. Suami melanggar taklik talak; 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan 

dalam rumah tangga.  

 

3. Jenis-jenis Perceraian 

Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa sebenarnya 

yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini, menurut Amir 

Syarifuddin20 ada 4 (empat) kemungkinan putusnya perkawinan:  

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah 

seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula 

hubungan perkawinan. 

2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan 

dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk 

ini disebut thalaq. 

3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang 

menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak 

untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri 

dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya 

untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut 

khuluq’. 

                                                           
20 Amir Syarifuddin, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh 

Munakahat dan UU Perkawinan, Jakarta, Kencana, hlm. 197. 
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4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat 

adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya 

hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini 

disebut fasakh.  

 

4. Akibat Hukum Perceraian 

Pada dasarnya akibat perceraian itu ada 3 (tiga) macam yaitu: 21 

1. Akibat terhadap anak dan istri, yaitu: 

a. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan 

tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya. 

b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat 

memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu 

ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi 

bekas istri. 

2. Akibat terhadap harta perkawinan, yaitu: 

a. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak 

mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada 

                                                           
21 Wati Rahmi Ria, 2017, Hukum Keluarga Islam, Bandar Lampung, Zam-Zam Tower hlm. 

121-122. 
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adalah harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka 

masing-masing. 

b. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, 

tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, 

harta guna kaya), dan jika terjadi perceraian maka bekas suami dan bekas 

istri mendapat seperdua. 

3. Akibat terhadap status, yaitu: 

a. Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status 

janda atau duda. 

b. Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain. 

c. Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang 

tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka. 

 

B. Harta Bersama 

 

1. Pengertian Harta Bersama 

Terdapat 3 (tiga) macam pengertian harta bersama, yaitu: 

1. Dari segi bahasa, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama 

adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan 

sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian.22 

2. Menurut KHI dalam Pasal 1 huruf f dijelaskan bahwa harta kekayaan dalam 

perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau 

                                                           
22 Muhammad Syaifuddin, dkk., op. cit., hlm. 411. 
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bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan 

selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama 

siapapun. 

3. Menurut kajian ulama tentang harta bersama telah melahirkan pendapat bahwa 

harta bersama dapat diqiyaskan sebagai syirkah. KH. Ma’ruf Amin, Ketua 

Komisi Fatwa MUI Pusat23 mengatakan harta bersama dapat disamakan atau 

digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta yang terkumpul selama 

menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta bersama 

dapat diqiyaskan dengan syirkah karena dipahami istri juga dapat dihitung 

sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam 

pengertian yang sesungguhnya. 

 

2. Kedudukan Harta Bersama Menurut Hukum Islam 

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta 

benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang 

menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak 

menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang 

menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami 

berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan 

yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-

masing.24 

                                                           
23 Happy Susanto, op. cit., hlm. 55. 
24 Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, op. cit., hlm. 175. 
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Dalam Al-Qur’an dan Hadits serta kitab-kitab fikih, khususnya kitab fikih 

perkawinan yang disusun oleh para ulama terdahulu, tidak ada yang membicarakan 

harta bersama dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam perkawinan yang 

dikenal dan dibahas panjang adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar dan 

nafkah kepada istrinya. Permasalahan mengenai harta bersama mulai muncul 

belakangan di sebagian dunia Islam selepas penjajahan barat, sedangkan di 

sebagian dunia Islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku.25 

Dalam Al-Qur’an maupun Hadist tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa 

harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya 

menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. 

Dalam waktu yang sama Al-Qur’an dan Hadits juga tidak menegaskan bahwa harta 

benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut 

berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah 

ijtihadiah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk 

menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.26 

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah, sebagaimana 

dikutip oleh Yahya Harahap, 27 beliau mengatakan bahwa pencaharian bersama 

suami istri mestinya masuk dalam rubu’ul mu’amalah, tetapi ternyata secara khusus 

tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh 

                                                           
25 Dedi Sutanto, 2011, Kupas Tuntas Harta Gana Gini, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 

129. 
26 Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UII Press, hlm. 66. 
27 Yahya Harahap, 2009, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 

Tahun 1989, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 33. 
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karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, 

sedangkan adat Arab tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri itu. 

Tetapi di sana dibicarakan tentang masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab 

disebut syarikah atau syirkah. Mungkin perkataan syarikah dalam bahasa Indonesia 

sekarang itu juga berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, beliau mengatakan 

masalah pencaharian bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau 

syirkah. Dalam hal syirkah, beliau mengatakan bahwa harta bersama masuk pada 

pembahasan syirkah muwafadhah dan abdan. 

Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri 

selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, harta bersama dikategorikan 

sebagai syirkah muwafadhah karena perkongsian suami istri dalam harta bersama 

itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan 

menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah. Harta bersama 

disebut sebagai syirkah abdan dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam 

masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.28 

Harta bersama diqiyaskan dengan syirkah karena sama-sama mengandung 

pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami dan istri. 

Hanya saja dalam konsep syirkah pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerja 

sama dalam kegiatan usaha, sedangkan syirkah harta bersama sifatnya hanya kerja 

sama dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

                                                           
28 Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, op. cit., hlm. 176. 
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rahmah.29 Kerja sama tersebut tentunya juga meliputi hal-hal yang berkaitan 

dengan harta kekayaan dalam perkawinan. 

Para perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur syirkah abdan dengan hukum 

adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan ‘urf 

(adat kebiasaan) sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah ‘al adatu al 

muhakkamah (adat yang menjadi sumber hukum).30 Pendapat tersebut memang bisa 

dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan atau ‘urf bisa dijadikan sebagai dasar 

pengambilan hukum Islam. Jadi meskipun dalam kitab-kitab fikih tidak dibahas 

tentang adanya harta bersama, namun dalam KHI yang juga sebagai fikih Indonesia 

telah diatur tentang harta bersama yang merupakan acuan bagi hakim Pengadilan 

Agama untuk memutuskan perkara pembagian harta bersama bagi yang beragama 

Islam.31 

Sebagian ahli hukum Islam memandang bahwa harta bersama merupakan kehendak 

dan aspirasi hukum Islam. Menurut mereka, harta bersama adalah konsekuensi dari 

adanya hubungan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang 

kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama 

ikatan perkawinan. Mereka mendasarkan pada firman Allah SWT di dalam QS.  

An-Nisa’ (4): 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, 

kuat, dan kokoh (mitsaqan ghalidzan). Artinya, perkawinan yang dilakukan melalui 

ijab qabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan syirkah antara 

                                                           
29 Besse Sugiswati, op. cit., hlm. 205. 
30 Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, loc. cit. 
31 Ibid., hlm. 177. 
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suami dan istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian termasuk 

harta benda menjadi milik bersama.32 

3. Kedudukan Harta Bersama Menurut KHI 

Para perumus KHI merumuskan harta bersama dengan melakukan pendekatan dari 

jalur syirkah abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan 

dengan kebolehan menjadikan ‘urf (adat kebiasaan) sebagai sumber hukum dan 

sejiwa dengan kaidah ‘al adatu al muhakkamah (adat yang menjadi sumber 

hukum).33 Pendapat tersebut memang bisa dibenarkan bahwasanya sebuah 

kebiasaan atau ‘urf bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum Islam. Jadi 

meskipun dalam kitab-kitab fikih tidak dibahas tentang adanya harta bersama, 

namun dalam KHI yang juga sebagai fikih Indonesia telah diatur tentang harta 

bersama yang merupakan acuan bagi hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan 

perkara pembagian harta bersama bagi yang beragama Islam.34 

Sebagian ahli hukum Islam memandang bahwa harta bersama merupakan kehendak 

dan aspirasi hukum Islam. Menurut mereka, harta bersama adalah konsekuensi dari 

adanya hubungan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang 

kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama 

ikatan perkawinan. Mereka mendasarkan pada firman Allah SWT di dalam QS.  

An-Nisa’ (4): 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, 

kuat, dan kokoh (mitsaqan ghalidzan). Artinya, perkawinan yang dilakukan melalui 

ijab qabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan syirkah antara 

                                                           
32 Besse Sugiswati, op. cit., hlm. 206. 
33 Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, op. cit., hlm. 176. 
34 Ibid., hlm. 177. 
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suami dan istri. 35 Oleh karena itu, salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan 

yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan 

perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam 

kehidupan berkeluarga.36 

Menurut Pasal 1 huruf f KHI, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah 

harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam 

ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa 

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. 

Ketentuan tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam KHI diatur pada Bab 

XIII khususnya dalam Pasal 85 sampai 97. Klasifikasi harta bersama menurut Pasal 

91 KHI dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang 

berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat 

berharga. Harta benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 

Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas 

persetujuan pihak lainnya. Suami atau istri tidak diperbolehkan oleh Pasal 92 KHI 

untuk menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. Harta 

bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, 

menurut Pasal 94 KHI, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta 

bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, 

                                                           
35 Besse Sugiswati, loc. cit. 
36 Sonny Dewi Judiasih, 2015, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami 

dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 23. 
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dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang 

keempat.37 

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka 

penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 

88 KHI. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri, dibebankan oleh 

Pasal 93 KHI kepada hartanya masing-masing. Kemudian, pertanggungjawaban 

terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan oleh pasal 

yang sama kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka 

dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, 

dibebankan kepada harta istri.38 

4. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian 

Dalam Pasal 157 KHI ditentukan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena 

perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama dibagi menurut ketentuan 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 KHI. Apabila terjadi perselisihan antara 

suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan 

kepada Pengadilan Agama. 

Pembagian harta bersama dalam Pasal 97 KHI memuat ketentuan bahwa janda atau 

duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang 

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.39 Pertimbangan bahwa suami 

atau istri berhak atas seperdua harta bersama adalah berdasarkan peran yang 

                                                           
37 Muhammad Syaifuddin, dkk., op. cit., hlm. 420. 
38 Ibid. 
39 Muhammad Syaifuddin, op. cit., hlm. 428-429. 
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dimainkan baik oleh suami atau istri, sebagai partner yang saling melengkapi dalam 

upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.40 Hal tersebut juga 

memungkinan adanya kerja sama antara suami dan istri dalam mencari harta 

kekayaan. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian, maka harta kekayaan tersebut 

harus dibagi.41 Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, “Dan janganlah 

kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu 

atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka 

usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”42 

Pada dasarnya, Islam tidak mengatur secara khusus bagaimana membagi harta 

bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam 

menyelesaikan masalah bersama, di antaranya adalah pembagian harta bersama 

tergantung kepada suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al-Qur’an disebut 

dengan istilah “ash shulhu” yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara 

kedua belah pihak (suami-istri) setelah mereka berselisih.43 Allah SWT berfirman 

yang artinya, “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh 

dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang 

sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia 

itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan 

memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah 

adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.44 

                                                           
40 M. Beni Kurniawan, op. cit., hlm. 46. 
41 Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, hlm. 162. 
42 QS. An-Nisa’ (4): 32. 
43 Linda Firdawaty, 2017, Filosofi Pembagian Harta Bersama, Jurnal Asas Vol 8, No 1, 

hlm. 93. 
44 QS. An-Nisa’ (4): 128. 
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Hal tersebut dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, “Perdamaian adalah boleh 

di antara kaum Muslim, kecuali perdamaian yang mengaharamkan yang halal dan 

perdamaian yang meghalalkan yang haram”.45 Begitu juga dalam pembagian harta 

bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus 

merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan.46 

C. Konsep Keadilan Islam 

 

1. Pengertian Keadilan 

Keadilan secara harfiah berasal dari akar kata ‘adl, dalam bahasa Arab ‘adaalah 

kata yang merujuk pada sesuatu yang abstrak, yang berasal dari kata kerja ‘adala 

yang berarti:47 

a. Meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; 

b. Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju 

jalan lain (yang benar); 

c. Sama atau sepadan atau menyamakan; 

d. Menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu 

keadaan yang seimbang; 

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan 

dalam Al-Qur’an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak 

memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil 

                                                           
45 HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. 
46 Ahmad Zain An-Najah, 2011, Halal dan Haram dalam Pernikahan, Jakarta Timur, 

Puskafi, hlm. 129. 
47 Mashudi, 2008, Potret Hukum dan Keadilan, Surabaya, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, hlm. 9. 
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keputusan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung 

dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam 

kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata ‘adl dengan wawasan atau sisi 

keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna 

keadilan mendapat tempat dalam Al-Qur’an.48 

Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan Al-Qur’an agar 

manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang 

menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan 

sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal yang 

ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum Muslim itu menunjukkan 

orientasi yang sangat kuat akar keadilan dalam Al-Qur’an.49 

Al-Qur’an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang 

bersangkut-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan 

sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. 50 Al-Qur’an 

setidaknya menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yaitu; al-‘adl, al-

qisth, dan al-mîzân. 51 Kata al-‘adl, dalam berbagai bentuk katanya disebut 

sebanyak 28 kali, kata al-qisth dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 27 

kali, dan kata al- mîzân yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya 

disebut 23 kali.52 

                                                           
48 Mahir Amin, 2014, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Huku Islam, Jurnal 

Hukum dan Perundangan Islam Volume 4, Nomor 2, hlm. 330. 
49 Afifa Rangkuti, 2017, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam, Jurnal Pendidikan Islam 

Vol. VI No. 1, hlm.5. 
50 Ibid. 
51 Ibid., hlm. 7. 
52 Tamyiez Dery, 2002, Keadilan Dalam Islam, Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol. XVIII 

No.3, hlm. 338. 
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Kata al-‘adl bermakna yaitu suatu keadaan yang sama atau lurus. Makna ini berarti 

menetapkan hukum dengan benar. Jadi orang yang adil adalah seseorang yang 

berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa kata al-‘adl memiliki makna persamaan, dan 

inilah makna asal kata al-‘adl yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada 

salah satu.53 

Kata al-qisth, berarti bagian (yang wajar dan patut).54 Ini tidak harus mengantarkan 

adanya persamaan. Makna ini yaitu memberikan bagian orang lain yang berarti 

bertindak secara proporsional.55 Kata al-qisth lebih umum dari al-‘adl. Oleh karena 

itu, ketika Al-Qur’an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata al-

qisth yang digunakan.56 Allah SWT berfirman yang artinya, “Wahai orang-orang 

yang beriman, jadilah kamu penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena 

Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri.”57 

Al-mîzân, berasal dari akar kata wazn (timbangan). Al-Mîzân dapat berarti keadilan. 

Allah SWT menegaskan bahwa alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan.58 Hal 

tersebut sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, “Dan Allah Telah 

meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).”59 

 

                                                           
53 Abdul ‘Aziz Dahlan, 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 

hlm. 5. 
54 Afifa Rangkuti, loc. cit. 
55 Nasaruddin Umar, 2007, Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosakata, Jakarta, Lentera 

Hati, hlm. 775. 
56 Afifa Rangkuti, loc. cit. 
57 QS. An-Nisa’ (4): 135. 
58 Afifa Rangkuti, loc. cit. 
59 QS. Ar-Rahman (55): 7. 
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2. Makna Keadilan Islam 

Memaknai keadilan dari perspektif Islam tidaklah mudah, karena sifat keadilan 

selalu ditafsirkan berbeda antara cerdik cendikia ulama fikih. Hanya keadilan Allah 

SWT yang seadil-adilnya didasarkan ketakwaan umatnya. Hal ini seperti yang 

dapat ditemui dalam kisah anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Dalam kisah ini 

digambarkan bagaimana persepsi anak Nabi Adam tentang makna keadilan dan 

bagaimana makna keadilan menurut Allah SWT. Pada kisah tersebut juga 

digambarkan akibat dari salah tafsir anak Nabi Adam itu yaitu konflik antar saudara 

kandung.60 

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai 

haknya atas kewajiban yang telah dilakukan.Yang menjadi hak setiap orang adalah 

diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di 

mata Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan 

manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.61 

Para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan makna keadilan menjadi 4 

(empat) makna: 

a. Adil berarti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia 

memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud 

persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Allah SWT berfirman dalam 

QS. An-Nisa’ (4): 58, “Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

                                                           
60 Amnawaty, 2016, Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan, Semarang, Pustaka 

Magister, hlm. 4-5. 
61 Afifa Rangkuti, op cit, hlm. 3-4. 
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hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” Kata al-‘adl pada ayat ini, 

menurut Quraisy Shihab berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim 

harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena 

perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka.62 

b. Adil berarti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian atau 

proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat 

bagi semua bagian agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau 

besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan 

darinya. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah 

SWT menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan 

waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu nantinya akan 

mengantarkan kepada keadilan Ilahi. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-

Rahman (55): 7, “Dan Allah telah meninggikan langit dan ia menegakkan 

neraca (keadilan)." Keadilan di sini mengandung pengertian keseimbangan 

sunnatullah yang berlaku di seluruh langit. 63 

c. Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu 

pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai wadh al-

syai’ fi mahallihi (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah 

zalim, yaitu wadh’ al-syai’ fi ghairi mahallihi (menempatkan sesuatu tidak pada 

tempatnya).64 Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial. 

Individu-individu sebagai anggota masyarakat dapat meraih kebahagian dalam 

bentuk yang lebih baik. Oleh karena itu, hak-hak dan preferensi-preferensi 

                                                           
62 Tamyiez Dery, op. cit., hlm. 343-344. 
63 Ibid., hlm. 344. 
64 Afifa Rangkuti, op. cit., hlm. 9. 
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individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan, dalam hal ini, bukan 

berarti mempersamakan semua anggota masyarakat sepeti konsep komunis, 

sama rasa sama rata, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan 

mengukir prestasi. 65 

d. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah 

SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya 

mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk 

diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah SWT disebut qaa’iman bi 

al qisth (yang menegakkan keadilan). Allah SWT berfirman dalam QS. Ali-

Imran (3): 18 yang artinya, “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan 

melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan, para 

malaikat dan orang- orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). 

Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana.” Keadilan Allah SWT itu juga akan dirasakan setiap 

makhluk. Allah SWT tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba-Nya.66 

Keadilan dalam Islam juga bermakna sebagaimana dikatakan Ibn Jubayir seperti 

dikutip dari Mahmutarom67 bahwa keadilan yang hendak diwujudkan adalah 

keadilan yang sejalan dengan firman Allah SWT memenuhi prinsip-prinsip 

kepatutan tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan 

harus lahir dari itikad baik. Dengan demikian, keadilan dalam Islam mendasasrkan 

diri pada prinsip moral, selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan substansial 

                                                           
65 Tamyiez Dery, op. cit., hlm. 344. 
66 Afifa Rangkuti, loc. cit.. 
67 Mahmutarom, 2009, Reformasi Konsep Keadilan, Semarang, Universitas Diponegoro, 

hlm. 76 



30 
 

dengan mewujudukan kebahagiaan individu maupun kelompok, kebahagiaan hidup 

lahir dan batin, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.68 

Keadilan juga mengandung makna perimbangan (mazwun), tidak pincang. 

Keadilan juga bermakna persamaan (musawah), tidak diskriminasi, keadilan juga 

tidak akan utuh jika tidak diperhatikan maknanya sebagai pemberi perhatian kepada 

hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak (I’tha’u kulli dzi 

haqqin haqku). Makna keadilan yang sangat penting adalah keadilan Tuhan baik 

berupa kemurahan maupun kemurkaan-Nya yang semuanya dapat dipulangkan 

kepada manusia itu sendiri.69 

Keadilan Islam adalah keadilan yang sebenarnya, tidak pilah-pilih dan terhadap 

siapapun dituntut supaya tetap berlaku adil. Dalam sebuah kisah dituturkan bahwa 

pernah terjadi di masa hidup Nabi Muhammad SAW seorang yang terhormat dan 

mempunyai kedudukan yang tinggi telah melakukan kesalahan mencuri, maka 

datanglah beberapa orang menemui Nabi Muhammad SAW supaya orang tadi 

dibebaskan dari hukuman,70 maka Nabi Muhammad SAW bersabda, 

“Sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu yaitu sekiranya yang 

mencuri itu yang berpangkat tinggi, lalu dibiarkan saja, tetapi jika yang mencuri itu 

mereka yang lemah, lalu dengan segera dijatuhkan hukuman padanya. Demi Allah 

yang aku di dalam kekuasaan-Nya, kalaulah Fatimah binti Muhammad (anak Nabi 

SAW yang sangat dikasihi) mencuri, niscaya ku potong tangannya.”71 
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Demikian pentingnya sebuah keadilan sampai Nabi pun akan memotong tangan 

Fatimah anaknya bila ia mencuri. Itu makna keadilan yang terdalam yaitu 

menegakkan keadilan dalam Islam harus menggunakan azas equality before law, 

tidak pilah-pilih, meskipun terhadap diri sendiri ataupun keluarga sendiri, keadilan 

harus ditegakkan.72 Terhadap orang yang kita benci sekalipun tetap dituntut untuk 

berlaku adil seperti firman Allah SWT yang artinya “Hai orang-orang yang beriman 

hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah 

menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-sekali kebencian kamu terhadap 

suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil, karena adil itu lebih dekat 

dengan takwa.”73 

Dalam sejarah kenabian diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dan umat 

Islam memasuki kota Makkah di mana musuh telah menyerah kalah maka banyak 

dari mereka yang menyerah yang telah dimaafkan, dan dibebaskan, termasuk 

mereka yang berlaku kejam dan zalim terhadap umat Islam, ketika mereka 

berkuasa. Dan tentara Islam masuk ke dalam kota Makkah dengan mengucapkan 

takbir dan tahmid mensyukuri kemenangan yang telah diperoleh. Nabi Muhammad 

SAW ketika itu berusia 35 tahun berhasil mendamaikan para pihak yang 

bersengketa untuk meletakkan hajar aswad di tempatnya. Cara yang dilakukan Nabi 

Muhammad SAW adalah meletakkan hajar al aswad di atas sehelai kain, dan 

meminta semua golongan ikut mengangkat bersama-sama sehingga dengan 

demikian semua pihak merasa puas hati. Dengan demikian inti dari sebuah keadilan 
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Islam adalah keseimbangan yang akan membawa kedamaian dan ketenteraman 

dalam masyarkat.74 

3. Perintah Berbuat Adil 

Manusia diciptakan dengan tujuan utama adalah sebagai khalifah di bumi. 

Mengingat manusia sebagai khalifah, maka ia dibebani amanah sebagai “penjaga” 

keseimbangan antar alam dan seisinya dengan manusia demi kemaslahatan umat. 

Menjaga keseimbangan alam dan seisinya oleh manusia sejatinya adalah 

melukiskan dan menandakan adanya keadilan. Sebagai khalifah, manusia 

diharapkan Allah SWT merawat bumi dan isinya serta menjaga lingkungannya 

dengan tujuan manusia dapat menjaga ekosistem kehidupan di bumi. 75 

Allah SWT memerintahkan menegakkan keadilan kepada para rasul-Nya dan 

seluruh hamba-Nya. Perintah Allah SWT yang ditujukan kepada rasul itu 

sebagaimana firman-Nya yang artinya, “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-

rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan 

bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat menegakkan 

keadilan."76 

Ayat di atas, secara gamblang mengandung pengertian bahwa setiap rasul adalah 

pengemban keadilan Allah yang tertuang dalam Al-Kitab. Bagi Muhammad SAW 

keadilan yang diemban-Nya tertuang dalam Al-Qur’an. Ayat ini juga menegaskan 

bahwa umat manusia mempunyai tugas yang sama dengan para rasul dalam 
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75 Ibid., hlm. 5. 
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menegakkan keadilan, dan acuan umat Islam dalam menegakkan keadilan adalah 

Al-Qur’an.77 

Banyak ayat lain dalam Al-Qur’an yang memerintahkan manusia untuk berbuat 

adil. Misalnya, Allah SWT berfirman yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman 

hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah 

menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-sekali kebencian kamu terhadap 

suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil, karena adil itu lebih dekat 

dengan takwa.”78 Dijelaskan dalam ayat ini, bahwa keadilan itu sangat dekat dengan 

ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak 

berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Hanya orang adil-lah 

(berarti orang yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya.79 

Allah SWT memerintah manusia untuk berlaku adil dan melarang dari perbuatan 

keji dan mungkar sebagaimana firman-Nya yang artinya, “Sesungguhnya Allah 

menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 

kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”80 

Dalam ayat lain, Allah berfirman yang artinya, “Katakanlah Tuhanku 

memerintahkan menjalankan al-qisth (keadilan).”81 Selanjutnya Allah SWT 

                                                           
77 Tamyiez Dery, op. cit., hlm. 339. 
78 QS. Al-Ma’idah (5): 8. 
79 Afifa Rangkuti, loc. cit. 
80 QS. An-Nahl (16): 90. 
81 QS. Al-A’Raf (7): 29. 
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berfirman bahwa, “Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat 

ihsan (kebajikan).”82 

D. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang halal yang 

mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Hal tersebut menunjukan bahwa 

perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri apabila 

ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kelanjutannya. Sifat 
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alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara untuk 

mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.  

Setelah terjadinya perceraian, ternyata permasalahan tidak berakhir begitu saja. 

Muncul permasalahan baru yang timbul sebagai akibat hukum yang merupakan 

konsekuensi dari ikatan perkawinan tersebut. Salah satunya adalah masalah harta 

bersama, di mana harta tersebut harus dibagi apabila tejadi perceraian. Pembagian 

harta bersama antara suami dan istri pasca perceraian menjadi persoalan yang rumit, 

sehingga tidak heran banyaknya gugatan harta bersama pasca perceraian pada 

Pengadilan Agama. 

Pembagian harta bersama akibat perceraian diatur dalam Pasal 97 KHI yang 

menjelaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari 

harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Islam 

memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan 

keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Allah SWT berfirman 

yang artinya, “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”83 Hal ini tentunya juga berlaku 

dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian, di mana harta tersebut 

harus dibagi secara adil bagi kedua belah pihak. 

Fakta membuktikan bahwa terdapat Hakim Agama yang memutus perkara 

pembagian harta bersama akibat perceraian dengan mengesampingkan ketentuan 

Pasal 97 KHI. Hakim menentukan porsi pembagian yang lebih besar kepada salah 
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satu pihak. Hal tersebut berdasarkan pertimbagan Hakim dari sisi kontribusi para 

pihak dalam memperoleh harta kekayaan selama perkawinan berlangsung, dan dari 

segi pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, apabila dalam 

perkawinan hanya satu pihak yang memiliki kontribusi dalam memperoleh harta 

bersama, sedangkan di satu sisi pihak yang lain tidak menjalankan kewajibannya, 

maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 

97 KHI. Hal ini untuk mewujudkan pembagian harta bersama akibat perceraian 

yang lebih mendekati rasa keadilan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika 

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara 

sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem 

tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten 

berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat 

diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab 

permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.84 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif-yuridis. Penelitian hukum normatif-yuridis atau metode penelitian 

hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.85 Penelitian 

ini akan mengkaji tentang perspektif keadilan Islam terhadap pembagian harta 

bersama akibat perceraian, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan 

                                                           
84 Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.55. 
85 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, 

Rajawali Press, hlm. 13. 
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pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan Nomor 

546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm. 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan menguraikan pokok 

bahasan yang telah disusun rapi, dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe 

deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan atau deskripsi secara lengkap, 

rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-

Undang, Peraturan Daerah, karya ilmiah atau objek kajian lainnya.86 Untuk itu, 

penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis 

mengenai perspektif keadilan Islam terhadap pembagian harta bersama akibat 

perceraian, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian 

harta bersama akibat perceraian pada Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dan 

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm. 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, 

asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

                                                           
86 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya 

Bakti, hlm. 102. 
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D. Data dan Sumber Data 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka 

penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara 

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:87 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 

secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti putusan pengadilan dan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Al-Qur’an; 

2. Al-Hadits; 

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 

4. Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo; 

5. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 

22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm; 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 
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penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah 

maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier 

yang digunakan berasal dari internet. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:88 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara 

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi 
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dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dan 

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm. 

F. Metode Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara 

sebagai berikut:89  

1. Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai 

kepustakaan yang ada dan menelaah isi Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo 

dan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan 

sudah sesuai/relevan dengan masalah dalam penelitian ini. 

2. Rekonstruksi Data 

Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntutan, dan logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

3. Sistematisasi Data 

Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah. 
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G. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, 

tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.90 

  

                                                           
90 Ibid., hlm. 127. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Perspektif Keadilan Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat 

Perceraian 

 

Pada dasarnya Islam tidak mengatur tentang harta bersama. Dalam Al-Qur’an dan 

Hadits serta kitab-kitab fikih, khususnya kitab fikih perkawinan yang disusun oleh 

para ulama terdahulu, tidak ada yang membicarakan harta bersama dalam rumah 

tangga.91 Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami 

dan harta istri. Harta kekayaan istri menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, 

dan harta suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh olehnya.92 Masalah harta 

bersama lebih banyak dibicarakan pada masa modern ini, tetapi sesungguhnya 

masalah harta bersama tetap ada dalam kajian hukum Islam. Hal tersebut dapat 

ditemukan melalui pendekatan ijtihad dan qiyas.  

Harta bersama dalam hukum Islam lebih identik diqiyaskan dengan syirkah. Para 

perumus KHI merumuskan harta bersama dengan melakukan pendekatan dari jalur 

syirkah abdan dengan hukum adat. Harta bersama disebut sebagai syirkah abdan 

dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama 

bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Pendekatan ini dapat dibenarkan karena 
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tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan ‘urf (adat kebiasaan) sebagai 

dasar pengambilan hukum Islam dan sejiwa dengan kaidah ‘al adatu al 

muhakkamah (adat yang dijadikan sumber hukum). 93 Jadi meskipun dalam kitab-

kitab fikih tidak dibahas tentang adanya harta bersama, namun dalam KHI telah 

diatur tentang harta bersama yang dapat dijadikan acuan bagi hakim Pengadilan 

Agama untuk memutuskan perkara pembagian harta bersama bagi yang beragama 

Islam. 

Harta bersama diatur dalam KHI khususnya pada Bab XIII mulai dari Pasal 85 

sampai Pasal 97. KHI mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa 

perkawinan dijadikan sebagai harta bersama tanpa membedakan siapa yang bekerja 

atau memperoleh harta tersebut dan terdaftar atas nama siapa, selama harta tersebut 

bukan merupakan harta bawaan, hadiah atau warisan dan atau tidak ada perjanjian 

perkawinan dalam hal kepemilikan harta bersama. Apabila terjadi perceraian, maka 

harta bersama dibagi sebagaimana ketentuan Pasal 97 KHI bahwa janda atau duda 

cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 

Mencermati dari beberapa kasus putusan pengadilan, ditemukan fakta bahwa 

umumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara gugatan 

pembagian harta bersama tidak keluar dari ketentuan Pasal 97 KHI yaitu dengan 

membagi sama rata harta bersama di antara suami istri menjadi seperdua. 

Pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi 

yang sama selama perkawinan, yaitu suami dan istri sama-sama menjalankan 
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kewajibannya dalam rumah tangga. Namun dalam praktik di Peradilan Agama, 

ketentuan Pasal 97 tersebut terkadang menimbulkan masalah karena tidak sedikit 

yang menilai dan berasumsi bahwa pembagian harta bersama tersebut tidak 

memenuhi rasa keadilan jika dibagi sama rata dikarenakan tidak sedikit dalam 

rumah tangga salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, seperti suami 

tidak memberikan nafkah ataupun istri yang tidak mengurus rumah tangga. 

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan 

keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Allah SWT berfirman 

yang artinya, “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”94 Hal ini tentunya juga berlaku 

dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian, di mana harta tersebut 

harus dibagi secara adil kepada kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan 

rasa ketidakadilan dan perselisihan di antara mereka. 

Pembagian harta bersama akibat perceraian menurut penulis harus sesuai dengan 

keadilan Islam yang memenuhi prinsip-prinsip kepatutan dan tidak merugikan 

orang lain. Hal ini sebagaimana makna adil itu sendiri yang dalam Al-Qur’an 

berasal dari kata al-qisth yang berarti bagian (yang patut yang wajar). Pengertian 

adil di sini tidak harus mengantarkan adanya persamaan, tetapi adil yang dimaksud 

adalah memberikan bagian orang lain secara proporsional.95 Oleh karena itu, 

pembagian harta bersama akibat perceraian harus mengedepankan keadilan Islam 
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yang proporsional, yaitu dengan membagi sesuai kontribusi masing-masing para 

pihak dalam memperoleh harta bersama selama perkawinan berlangsung. 

Hal di atas sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, “Dan janganlah kamu iri 

hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas 

sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka 

usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”96 

Merujuk pada ayat tersebut, maka dalam pembagian harta bersama akibat 

perceraian sudah seharusnya suami mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusi 

atau usahanya dalam memperoleh harta tersebut, dan begitu pula istri mendapatkan 

bagian sesuai dengan kontribusi atau usahanya dalam memperoleh harta tersebut. 

Oleh karena itu, pembagian harta bersama dengan porsi pembagian sama rata 

sebagaimana ketentuan Pasal 97 KHI bahwa suami istri masing-masing berhak 

seperdua atas harta bersama tersebut, belum tentu sepenuhnya mewujudkan rasa 

keadilan. 

Pertimbangan bahwa suami istri masing-masing berhak seperdua atas harta bersama 

adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau istri sebagai partner 

yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.97 

Dalam hal ini suami bertindak sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberi 

nafkah, kiswah, dan tempat tinggal, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang 

berkewajiban mengurus rumah tangga dengan baik. Akan tetapi, sebagian besar 

dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup 

keluarganya. Bahkan dalam beberapa rumah tangga penghasilan ekonomi istri tidak 
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hanya sekadar menjadi sumber ekonomi tambahan bahkan menjadi sumber utama 

dan tumpuan ekonomi keluarga termasuk suaminya. Dengan begitu, istri 

mempunyai beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga pencari nafkah. Hal 

tersebut menimbulkan adanya ketimpangan kontribusi antara suami istri dalam 

suatu rumah tangga. 

Menurut penulis, hakim dalam membagi harta bersama suami istri yang bercerai 

dapat menetapkan porsi lain di luar ketentuan Pasal 97 KHI dengan pertimbangan-

pertimbangan tertentu untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak. Misalnya 

atas dasar pertimbangan siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang 

berkontribusi lebih besar dalam memperoleh harta kekayaan selama perkawinan 

berlangsung, apakah ada pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah 

tangga dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri dengan 

penghasilannya. 

Pertimbangan di atas sesuai dengan makna keadilan yang juga berarti perhatian 

terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. 

Adil dalam hal ini didefinisikan sebagai wadh al-syai’ fi mahallihi (menempatkan 

sesuatu pada tempatnya). 98 Jadi pembagian harta bersama yang adil tidak selalu 

membagi dengan sama rata, tetapi harus memberikan harta tersebut dengan bagian 

yang sesuai atau proporsional kepada yang berhak memilikinya tanpa mengurangi 

ataupun melebihkan. Hal ini memungkinkan adanya porsi pembagian yang lebih 

besar kepada salah satu pihak jika pihak tersebut memang memiliki hak yang lebih 

besar berdasarkan konstribusinya dalam memperoleh harta tersebut.  

                                                           
98 Afifa Rangkuti, op. cit., hlm. 9. 
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Di samping itu, pasangan suami istri dapat memilih cara lain yang lebih baik dalam 

membagi harta bersama untuk menghindari perselisihan yaitu dengan cara 

berdamai dengan melakukan kesepakatan. Kesepakatan tersebut disebut dengan 

istilah “ash shulhu” yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua 

belah pihak (suami-istri) setelah mereka berselisih. 99 Hal ini dijelaskan dalam sabda 

Rasulullah SAW, “Perdamaian adalah boleh di antara kaum Muslim, kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang meghalalkan 

yang haram.”100 

Berdasarkan hal tersebut, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, 

mereka dapat membuat kesepakatan bahwa istri mendapatkan 3/5 (tiga perlima) 

dari harta yang ada, sedangkan suami mendapatkan 2/5 (dua perlima), atau istri 2/3 

(dua pertiga) dan suami 1/3 (sepertiga) atau dengan pembagian lainnya berdasarkan 

pada kesepakatan bersama. Kesepakatan ini lebih mengutamakan kerelaan (ridho) 

para pihak untuk menyerahkan sebagian miliknya kepada yang lain, sehingga tidak 

menimbulkan perselisihan di antara mereka dan lebih mendekati rasa keadilan. 

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat 

Perceraian 

 

1. Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo 

 

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo adalah perkara pembagian harta bersama 

akibat perceraian pada Pengadilan Agama Gorontalo. Berdasarkan penelitian pada 

putusan tersebut diperoleh data sebagai berikut: 

                                                           
99 Linda Firdawaty, op. cit., hlm. 93. 
100 HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. 
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a. Subjek Hukum 

1) PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru pada SDN 

3 Bulango Utara), tempat kediaman di Jalan Irigasi (Kompleks Sanggar Tani) 

Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal 

ini diwakili oleh kuasanya bernama Nanie Nannuru Pakaja, S.H., 

Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan di Jalan Durian II Kelurahan 

Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 30 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Gorontalo dengan Nomor 108/SK/KP/CG/2013 tanggal 30 Desember 

2013 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi"; 

2) TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman 

di Jalan Lorong Sebelah Kantor Camat Telaga Biru Kompleks SDN Ulapato, 

Desa Ulapato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya 

disebut sebagai "Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi"; 

 

b. Duduk Perkara (Dalam Konvensi) 

Penggugat dengan gugatannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya 

sebagai berikut, bahwa: 

1) Pada tanggal 12 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan 

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Tapa sesuai dengan Akta Nikah Nomor XXX/20/VI/1999 tanggal 12 Juni 1999; 

2) Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian Penggugat 

dan Tergugat berangkat ke tempat kerja di Sulawesi Tengah; 
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3) Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai 

keturunan; 

4) Sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara 

Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar yang disebabkan Tergugat 

bersifat emosional dan sering marah-marah. Setiap kali terjadi pertengkaran 

Tergugat merusak perabot rumah tangga, dan turun meninggalkan Penggugat 

selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun tanpa pamit dan tujuan yang jelas, 

dan pada tahun 2010 Tergugat tidak pulang ke rumah selama 3 tahun; 

5) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sebagaimana kewajibannya 

sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga; 

6) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, perselisihan dan 

pertengkaran selalu terjadi dan sulit untuk dicarikan jalan keluarnya, dan 

kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di 

Pengadilan Agama Gorontalo pada bulan Februari 2013, namun gugatan 

tersebut Penggugat cabut kembali karena Tergugat telah berjanji untuk merubah 

perilakunya dan memperbaiki rumah tangga; 

7) Kemudian setelah itu Penggugat rujuk kembali dan tinggal bersama dengan 

Tergugat, namun setelah 5 bulan bersama ternyata Tergugat kembali sering 

marah-marah dan memicu pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat seringkali 

meninggalkan Penggugat dan tidak memperhatikan rumah tangga; 

8) Pada bulan Oktober 2013 Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan 

Penggugat, Tergugat pulang ke rumah keluarganya di Telaga Biru sebagaimana 

alamat tersebut di atas hingga sekarang, dan sejak itu antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin; 
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9) Dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat sudah tidak 

sanggup lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati 

untuk menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo; 

10) Sebagai PNS, Penggugat telah mendapatkan izin dari Atasan Penguggat untuk 

mengurus perceraian; 

11) Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; 

 

Menanggapi hal tersebut, Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai 

berikut, bahwa: 

1) Benar apa yang didalilkan oleh Penggugat yang termuat pada poin 1 s.d poin 3 

gugatan Penggugat; 

2) Benar sejak awal pernikahan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat; 

3) Benar penyebab pertengkaran karena Tergugat bersifat emosional dan sering 

marah-marah kepada Penggugat, tapi tidak benar penyebab lainnya karena 

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat 

pernah mengirim uang melalui saudara sepupu tapi dikembalikan oleh 

Penggugat, sehingga sejak itu Tergugat tidak mengirim lagi uang kepada 

Penggugat; 

4) Benar Tergugat pernah meninggalkan Penggugat, tapi lamanya hanya 2,5 tahun; 

5) Benar Penggugat pernah mengajukan gugatan pada bulan Februari 2013, tapi 

dicabut oleh Penggugat karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai 

suami istri; 

6) Benar setelah hidup kembali sebagai suami istri, antara Penggugat dengan 

Tergugat terjadi pertengkaran; 
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7) Tidak benar penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan tidak 

memperhatikan Penggugat; 

8) Tergugat sudah beberapa kali berusaha rukun dengan Penggugat, akan tetapi 

ditolak dan bahkan kalau Tergugat ke rumah, pintu pagar selalu dalam keadaan 

terkunci; 

9) Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat; 

 

c. Petitum 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2) Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; 

3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 

4) Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

 

d. Alat Bukti Penggugat 

Alat bukti yang diajukan pihak Penggugat di hadapan Majelis Hakim berupa alat 

bukti surat dan saksi yaitu: 

1) Alat Bukti Surat 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/20/VI/1999 tanggal 12 Juni 1999 

yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama 

Tapa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu 

diberi tanda (P); 

2) Alat Bukti Saksi 

Bahwa saksi yang dihadapkan majelis hakim masing-masing telah disumpah 

dan mengangkat janji sesuai dengan agamanya, dan menerangkan kesaksiannya 

sebagai berikut: 
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a) Saksi I Penggugat menerangkan, bahwa: 

(1) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak 

kandung dari Penggugat; 

(2) Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak; 

(3) Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua 

Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah ke Sulwesi Tengah karena 

Penggugat bekerja di Sulawesi Tengah; 

(4) Selama Penggugat dan Tergugat di Sulawesi Tengah, saksi tidak pernah 

mendatangi Penggugat dan Tergugat; 

(5) Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Gorontalo sejak tahun 

2007 dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam 

keadaan rukun, akan tetapi beberapa bulan kemudian sudah mulai 

terjadi pertengkaran; 

(6) Saksi sudah banyak kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, 

tapi saksi tidak tahu penyebabnya; 

(7) Saksi tahu Tergugat tidak membeikan nafkah kepada Penggugat, karena 

Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama berbulan-bulan, 

bahkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat pada tahun 2010 

selama 3 tahun; 

(8) Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi selama 2 

bulan, karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama; 

(9) Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan 

tetapi tidak berhasil; 

b) Saksi II Penggugat menerangkan, bahwa: 



54 
 

(1) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman 

dengan Penggugat sejak tahun 1999; 

(2) Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua 

Penggugat, kemudian pindah ke Sulawesi Tengah karena Penggugat 

bekerja di Sulawesi Tengah; 

(3) Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat di Sulawesi Tengah, rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sampai Penggugat 

dan Tergugat pindah ke Gorontalo; 

(4) Saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di Perumahan 

Tomulabutao sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Februari 2009; 

(5) Selama saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering 

melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah melihat ada 

barang-barang rumah tangga pecah setelah Penggugat dan Tergugat 

bertengkar; 

(6) Saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; 

(7) Saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena 

saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat; 

(8) Saksi tahu Tergugat berbulan-bulan datang menemui Penggugat, karena 

Tergugat tinggal di Manado; 

(9) Saksi tahu Tergugat datang menemui Penggugat hanya sekitar 2 

minggu, lalu kembali lagi ke Manado; 
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(10) Sahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat, pernah ditinggal 

oleh Tergugat selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak 

tinggal bersama lagi; 

 

Menanggapi hal tersebut, Tergugat memberi tanggapan yang pada 

pokoknya sebagai berikut, bahwa: 

(1) Benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat seperti 

yang diterangkan Saksi I Penggugat, tapi hanya pada 3 tahun terakhir 

ini, karena Penggugat pernah menolak nafkah yang diberikan oleh 

Tergugat; 

(2) Ada barang-barang rumah tangga yang pecah seperti yang diterangkan 

Saksi II Penggugat, tapi ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat 

dan Tergugat sampai ada barang-barang rumah tangga yang pecah, saksi 

tersebut tidak ada di rumah; 

 

e. Duduk Perkara (Dalam Rekonvensi) 

Tergugat (selanjutnya disebut Penggugat) dalam gugatan balik terhadap Penggugat 

(selanjutnya disebut Tergugat) telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya 

sebagai berikut, bahwa: 

1) Selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah membangun 

sebuah rumah permanen di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat, terletak di 

Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara dan sebuah sepeda motor; 

2) Penggugat tidak dapat melengkapi data tentang ukuran, luas dan batas-batas 

dari tanah dan rumah serta sepeda motor tersebut di atas, karena dihalangi oleh 

keluarga Tergugat; 
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3) Penggugat memohon agar tanah, rumah dan sepeda motor dibagi sesuai hukum 

yang berlaku; 

 

Menanggapi hal tersebut, Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai 

berikut, bahwa: 

1) Benar selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah 

membangun sebuah rumah permanen di atas tanah yang terletak di Desa Boidu, 

Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango dan sebuah sepeda motor, 

tapi tanah, rumah serta sepeda motor tersebut dibeli dari hasil kerja Tergugat 

tanpa bantuan sedikitpun dari Penggugat; 

2) Gugatan rekonvensi tidak jelas ukuran dan batas-batasnya; 

3) Harta bersama yang digugat oleh Penggugat berasal dari utang pada Bank BRI 

atas nama Tergugat, kredit yang diajukan oleh kakak Tergugat serta kredit dari 

Koperasi Karya Tehnik; 

4) Kredit pada Bank BRI atas nama Sulastri Kasim sejumlah Rp.100.000.000 

dicicil pokok dan bunga sejumlah Rp.1.733.300 per bulan dalam jangka waktu 

120 bulan, dipinjamkan kepada Tergugat sejumlah Rp.50.000.000 dan dibayar 

setiap bulan sebesar Rp.866.650. Sejak Penggugat pergi meninggalkan 

Tergugat pada bulan Oktober 2013 posisi utang yang akan dicicil masih 110 

bulan x Rp.866.650 = Rp.95.331.500; 

5) Pada bulan April 2013 Tergugat dan Penggugat memperoleh fasilitas kredit 

Bank BRI Unit Tapa Gorontalo sejumlah Rp.108.000.000 yang diangsur dalam 

jangka waktu 120 bulan sebesar Rp.1.926.000 setiap bulan. Penggugat pergi 

meninggalkan Tergugat pada bulan Oktober 2013 kredit yang akan diangsur 

masih 115 bulan x Rp.1.926.000 = Rp.221.490.000; 
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6) Tergugat memiliki pinjaman uang di Koperasi Karya Tehnik SMPN Telaga 

sebesar Rp.10.000.000 sejak 1 April 2013. Setoran per bulan Rp.855.600 

selama 1 tahun 6 bulan, di mana yang dicicil hanya bunga sejumlah 

Rp.1.500.000 sehingga posisi utang Rp.10.000.000 ditambah bunga 13 bulan 

sebesar Rp.3.900.000 = Rp.13.900.000; 

7) Total utang adalah Rp.95.331.500 + Rp.221.490.000 + Rp.13.900.000 adalah 

Rp.330.721.500; 

8) Utang tersebut adalah utang bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat 

dan Tergugat; 

9) Tergugat keberatan rumah dan sepeda motor dibagi sesuai hukum yang berlaku, 

karena Penggugat sama sekali tidak ada andil terhadap kedua harta tersebut; 

 

f. Petitum 

1) Menetapkan utang yang harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat adalah 

sebesar Rp.330.721.500; 

2) Menghukum Penggugat untuk membayar 1/2 dari utang tersebut pada point 1 

di atas yaitu sejumlah Rp.330.721.500 : 2 = Rp.165.360.750; 

3) Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

 

g. Alat Bukti Tergugat 

Alat bukti yang diajukan pihak Tenggugat berupa alat bukti surat yaitu: 

1) Fotokopi Surat Perjanjian antara Saira Noho Kasim sebagai Pihak Pertama 

dengan Sulastri Kasim sebagai Pihak Kedua yang menerangkan Pihak Pertama 

telah meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000 dan akan dicicil selama 120 

bulan sebesar Rp.866.650 setiap bulannya; 
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2) Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Sulastri Kasim pada Bank BRI Unit 

Tapa dengan posisi pinjaman pada tanggal 29 November 2012 sebesar 

Rp.100.000.000 dan pada tanggal 29 Desember 2013 sebesar Rp.89.116.066; 

3) Fotokopi Surat Pengakuan Utang sebesar Rp.108.000.000 dengan Nomor 

B.173/5131/4/-2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandangi oleh Saira Noho 

Kasim dan Mustapa Hedimo sebagai Pihak Berutang dengan Bank BRI Unit 

Tapa sebagai Pemberi Utang; 

4) Fotokopi Tanda Terima Pinjaman Uang dari Bank BRI Unit Tapa sebesar 

Rp.108.000.000 dengan cicilan sebesar Rp.1.926.000 setiap bulan selama 120 

bulan; 

5) Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Saira Noho Kasim pada Bank BRI 

Unit Tapa dengan posisi pinjaman pada tanggal 30 April 2013 sebesar 

Rp.108.000.000 dan pada tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp.101.700.000; 

6) Asli Rekapitulasi Total Kewajiban Debitur atas nama Saira Noho Kasim 

tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.105.099.853 yang dikeluarkan oleh BRI 

Unit Tapa; 

7) Asli Surat Keterangan Nomor 10/KPNKT-SMPN/II/2013 tanggal 24 Desember 

2013 bersama lampirannya yang dikeluarkan oleh Ketua KPN Karya Tehnik 

yang menerangkan Saira Noho Kasim mempunyai pinjaman sebesar 

Rp.10.000.000 dan dicicil selama 1 tahun 6 bulan sebesar Rp.855.600 per 

bulannya; 

 

Menanggapi bukti-bukti tersebut, Penggugat memberi tanggapan yang pada 

pokoknya sebagai berikut, bahwa: 
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1) Terhadap bukti TR.1 Penggugat keberatan karena bukti tersebut tidak 

ditandatangani oleh Penggugat; 

2) Terhadap bukti TR.3 sampai TR.6 benar sebagai bukti utang di BRI Unit Tapa; 

3) Terhadap bukti TR.7 Penggugat keberatan karena bukti tersebut tidak 

ditandatangani oleh Penggugat; 

 

h. Pertimbangan Hukum 

Dalam Konvensi: 

1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya 

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; 

2) Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam 

mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Gorontalo telah 

menyertakan Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor 800/DISDIK-

BB/SET/14/I/2013 tanggal 4 Januari 2013, sehingga dengan demikian gugatan 

perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak melanggar Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990; 

3) Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, baik pada setiap persidangan maupun melalui 

mediator, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan 

kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam 

perkara ini; 
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4) Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar 

perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak awal 

pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering 

terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat emosional dan sering 

marah-marah, merusak perabot rumah tangga serta sering meninggalkan 

Penggugat selama berbulan-bulan tanpa pamit bahkan pada tahun 2010 

Tergugat tidak pulang ke rumah selama 3 tahun, sehingga Penggugat 

mengajukan perceraian pada bulan Februari 2013, tapi gugatan tersebut dicabut 

karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun 5 bulan kemudian terjadi 

pertengkaran sampai akhirnya pada bulan Oktober 2013 Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin; 

5) Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil 

gugatan Penggugat seperti waktu perkawinan, tempat tinggal setelah menikah 

dan selama dalam perkawinan belum dikaruniai keturunan serta peristiwa 

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

6) Menimbang, bahwa terhadap sifat Tergugat yang emosional dan sering marah-

marah kepada Penggugat sebagai penyebab pertengkaran, telah diakui pula oleh 

Tergugat; 

7) Menimbang, bahwa tentang tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat 

terhadap Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat; 

8) Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah 

mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 orang saksi untuk didengar 

keterangannya di persidangan; 
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9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) sebagai akta otentik, 

haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat 

dalam perkawinan sah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 

1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tapa; 

10) Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut telah memberikan 

keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan 

dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

11) Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah 

menyangkut terjadinya pertengkaran dan penyebabnya karena Tergugat tidak 

memberikan nafkah kepada Penggugat; 

12) Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat yang 

pernah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun yang kemudian dibantah oleh 

Tergugat dengan mendalilkan hanya 2,5 tahun, menurut Pengadilan dalil 

tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alasan 

perceraian, karena setelah hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dan 

Tergugat telah hidup kembali sebagai suami istri seperti yang didalilkan sendiri 

oleh Penggugat dalam posita (6) gugatannya; 

13) Menimbang, bahwa tentang kondisi terakhir kehidupan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah sejak Oktober 2013 telah diakui 

oleh Tergugat; 

14) Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah diterangkan pula 

oleh saksi pertama Penggugat yakni sudah sekitar 2 bulan, keterangan mana jika 

dihubungkan dengan waktu kesaksian tersebut diterangkan oleh saksi yakni 

tanggal 31 Desember 2013, maka relevan dengan dalil Penggugat, sehingga 
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dengan demikian Pengadilan menyimpulkan bahwa sampai dengan 

diajukannya putusan atas perkara ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 

tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan; 

15) Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Tergugat atas keterangan saksi pertama 

Penggugat dengan menyatakan bahwa sikapnya tidak memberikan nafkah 

karena Penggugat pernah menolak nafkah yang diberikan oleh Tergugat, tidak 

dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan, sebab penolakan Penggugat atas 

pemberian nafkah oleh Tergugat tidak dapat dijadikan alasan oleh Tergugat 

untuk menghentikan kewajibannya sebagai suami; 

16) Menimbang, bahwa demikian pula dengan tanggapan Tergugat terhadap 

keterangan saksi kedua Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat terjadi 

pertengkaran sampai ada barang rumah tangga yang pecah, saksi tidak ada di 

rumah, hal inipun tidak dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai hal 

yang melemahkan kesaksian tersebut, sebab sesuai Berita Acara Sidang 

halaman 23 saksi menerangkan sering melihat Penggugat dan Tergugat 

bertengkar serta melihat barang-barang rumah tangga dalam keadaan pecah 

setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga menurut Pengadilan 

bahwa peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya barang-barang 

rumah tangga hanya salah satu diantara peristiwa pertengkaran dalam rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat; 

17) Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis 

Hakim menemukan fakta sebagai berikut: 

a) Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan belum 

dikaruniai keturunan; 
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b) Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 

c) Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah 

kepada Penggugat; 

d) Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah 

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan; 

18) Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang 

kualitas dari pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat; 

19) Menimbang, bahwa pertengkaran yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai 

sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah pertengkaran yang 

bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga; 

20) Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa pertengkaran yang 

terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak 

memberikan nafkah kepada Penggugat, pertengkaran mana telah menyebabkan 

Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama kurang lebih 5 bulan dan 

gagalnya usaha damai melalui mediasi dan pada setiap tahapan persidangan, 

dapat disimpulkan oleh Pengadilan sebagai indikator bahwa pertengkaran 

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan bersifat terus 

menerus dan sudah sampai pada taraf yang sulit untuk dirukunkan, sehingga 

tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam 

sebuah rumah tangga; 
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21) Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta sebagaimana terurai di atas, maka 

Pengadilan berpendapat bahwa fakta yang ditemukan dalam perkara ini telah 

memenuhi unsur-unsur yang dikandung ketentuan hukum yang mengatur 

tentang alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; 

22) Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang menolak setiap upaya damai yang 

ditawarkan oleh Pengadilan pada setiap persidangan dinilai oleh Pengadilan 

sebagai sikap benci yang telah memuncak dari Penggugat, di mana Pengadilan 

dapat menjatuhkan talak dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli 

Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan yang 

terdapat dalam Kitab Ghayah al Marom li syaikh al Majdi yang artinya, “Dan 

jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim 

dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu.” 

23) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka 

gugatan Penggugat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga terdapat cukup alasan untuk 

mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in 

Tergugat kepada Penggugat; 

24) Menimbang, bahwa tentang petitum (2) gugatan Penggugat yang meminta agar 

menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, 

menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika 

Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan 

khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak 

termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium; 
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Dalam Rekonvensi: 

1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana 

telah terurai diatas; 

2) Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat sebuah rumah 

permanen yang dibangun di atas tanah terletak di Desa Boidu, Kecamatan 

Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango dan sebuah sepeda motor yang 

merupakan harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara 

Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan 

selanjutnya dibagi sesuai hukum yang berlaku; 

3) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam 

jawabannya membenarkan keberadaan dari tanah, rumah dan sepeda motor 

tersebut, akan tetapi Tergugat keberatan untuk dibagi sesuai hukum yang 

berlaku karena Penggugat sama sekali tidak ada andil dalam perolehan harta-

harta tersebut; 

4) Menimbang, bahwa Tergugat dalam tambahan jawabannya telah pula 

mendalilkan bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas ukuran dan 

batas-batasnya serta adanya utang antara Penggugat dan Tergugat yang totalnya 

berjumlah Rp.330.721.500; 

5) Menimbang, bahwa Penggugat dalam menanggapi tambahan jawaban Tergugat 

tersebut mendalilkan hal-hal sebagai berikut, bahwa: 

a) Penggugat kesulitan untuk memperoleh ukuran dan batas-batas rumah serta 

identitas dari sepeda motor karena dihalangi oleh keluarga Tergugat; 

b) Penggugat mengakui utang dari BRI Unit Tapa sebesar Rp.108.000.000, 

tapi uangnya ada di tangan Tergugat; 
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c) Penggugat tidak mengakui utang dari kakak Tergugat dan Koperasi Karya 

Tehnik dengan alasan utang-utang tersebut tidak diketahui oleh Penggugat; 

d) Penggugat tidak bersedia membayar utang-utang tersebut, karena sebagian 

utang tersebut tidak atas pengetahuan Penggugat dan utang di BRI Unit 

Tapa dipegang oleh Tergugat; 

6) Menimbang, bahwa dengan demikian tentang tanah dan rumah serta sebuah 

sepeda motor, terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat; 

7) Meninbang, bahwa sedangkan hal yang menjadi sengketa dalam perkara ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Bagaimana tata cara pembagian tanah dan rumah serta sebuah sepeda motor 

berupa harta bersama berwujud milik Penggugat dan Tergugat tersebut? 

b) Apakah seluruh utang yang didalilkan oleh Tergugat menjadi utang bersama 

Penggugat dan Tergugat dan bagaimana pula tata cara pembagiannya? 

8) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal yang 

disengketakan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan dalil Tergugat 

dalam tambahan jawabannya yang menyatakan apa yang digugat oleh 

Penggugat tidak jelas ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut, bahwa: 

a) Terhadap dalil Tergugat tersebut telah ditanggapi balik oleh Penggugat 

dengan menyatakan bahwa Penggugat kesulitan untuk memperolah data-

data tentang kedua objek yang digugat, karena dihalangi oleh keluarga 

Tergugat; 

b) Terhadap objek yang digugat oleh Penggugat tersebut telah diakui 

keberadaannya oleh Tergugat materil (pihak prinsipal) di hadapan 

persidangan tanggal 24 Desember 2013; 
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c) Pemeriksaan terhadap objek sengketa melalui pemeriksaan setempat 

sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 17 Januari 2014 yang dilakukan 

oleh Pengadilan telah memperjelas ukuran dan batas-batas dari tanah dan 

rumah serta identitas dari pada sepeda motor yang digugat oleh Penggugat; 

9) Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka dalil 

Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas ukuran dan batas-

batasnya harus ditolak; 

10) Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang 

bagaimana pembagian harta bersama yang berwujugd milik Penggugat dan 

Tergugat; 

11) Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang pembagian harta 

bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana 

dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama 

diatur menurut hukumnya masing- masing; 

12) Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum 

agama, hukum adat dan hukum- hukum lainnya; 

13) Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini, aturan hukum yang akan 

diterapkan dalam hal pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 

adalah Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991; 

14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “Janda atau 

duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”; 
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15) Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Pengadilan tidak menemukan fakta 

adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu 

tanah dan rumah serta sepeda yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan 

Tergugat pembagiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi 

Hukum Islam di atas, di mana Penggugat dan Tergugat masing-masing 

mendapat seperdua bagian; 

16) Menimbang, bahwa akan tetapi dalam persidangan Pengadilan telah 

menemukan fakta sebagaimana dalam perkara konvensi, dimana Tergugat 

Konvensi/Penggugat rekonvensi terbukti tidak memberikan nafkah kepada 

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, fakta mana menurut Pengadilan 

menjadi petunjuk untuk menarik kesimpulan berdasarkan persangkaan hakim 

(rechtelijke vermoedem) bahwa Penggugat tidak mempunyai andil terhadap 

keberadaan tanah, rumah dan sebuah sepeda motor yang menjadi harta bersama 

antara Penggugat dan Tergugat, hal mana yang mendasari pula keberatan 

Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku; 

17) Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan di atas sesuai dengan pemahaman 

secara a contrario “bahwa terhadap kebutuhan nafkah saja yang relatif ringan 

tidak dipenuhi oleh Penggugat, apalagi terhadap kebutuhan papan (tempat 

tinggal) yang relatif berat”; 

18) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam 

yang menyatakan Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta 

yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam 

ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa 

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, ketentuan mana menurut 
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pendapat pengadilan merupakan ketentuan umum (lex generalis), di mana pada 

umumnya di Indonesia suami yang bekerja dan istri lebih banyak mengatur 

rumah tangga, sehingga apabila terjadi hal yang sebaliknya di mana istri ikut 

bekerja mencari nafkah, maka ketentuan di atas dapat disimpangi demi 

keadilan; 

19) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan 

berpendapat demi keadilan, bahwa khusus dalam perkara ini ketentuan Pasal 97 

Kompilasi Hukum Islam tidak akan diterapkan secara utuh; 

20) Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat pembagian harta bersama antara 

Penggugat dan Tergugat yang mendekati rasa keadilan adalah membagi harta 

bersama Penggugat dan Tergugat menjadi 5 bagian, di mana Penggugat 

mendapat 1/5 bagian dan Tergugat mendapat 4/5 bagian; 

21) Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan utang 

yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya; 

22) Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa total utang Penggugat dan 

Tergugat adalah sebesar Rp.330.721.500; 

23) Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapannya hanya mengakui utang di 

BRI Unit Tapa sebesar Rp.108.000.000 dan uangnya ada di tangan Tergugat, 

sedangkan utang selebihnya tidak diakui oleh Penggugat; 

24) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam 

harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, 

sehingga dengan demikian utang yang dilakukan pada saat Penggugat dan 

Tergugat masih terikat sebagai suami istri adalah sebagai utang bersama 

Penggugat dan Tergugat; 
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25) Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat atas utang dari saudara 

kandung Tergugat dan Koperasi Karya Tehnik, menurut Pengadilan keberatan 

Penggugat tersebut beralasan, sebab meskipun utang tersebut terjadi pada saat 

Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, akan tetapi 

berdasarkan bukti TR.1 dan TR.7 transaksi pinjaman dilakukan oleh Tergugat 

tanpa melibatkan Penggugat, hal mana tidak dibenarkan secara hukum, karena 

akan memberi peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk 

merekayasa utang-utang selainnya; 

26) Menimbang, bahwa oleh karena utang yang terurai pada bukti TR.1 tidak 

dipertimbangkan sebagai utang Penggugat dan Tergugat, maka bukti TR.2 yang 

berkaitan dengan bukti TR.1, tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut; 

27) Menimbang, bahwa bukti TR.3 sampai dengan TR.6 dinilai memenuhi syarat 

formil dan materil bukti surat, bukti mana berhubungan dengan transaksi utang 

yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan pihak BRI Unit Tapa, 

sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan 

Tergugat mempunyai utang pada Bank BRI Unit Tapa; 

28) Menimbang, bahwa tentang besarnya utang yang menjadi tanggung jawab 

Penggugat dan Tergugat, Pengadilan dapat menyimpulkan dari dalil Tergugat 

pada tambahan jawabannya (BAS halaman 26 dan 27) dan bukti TR.3 sampai 

TR.6 yakni sebanyak sebesar Rp.1.926.000 x 115 kali angsuran seluruhnya 

sebesar Rp.221.490.000; 

29) Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat bahwa utang-utang tersebut 

digunakan untuk membangun rumah milik Penggugat dan Tergugat, dimana 

rumah tersebut telah dinyatakan menjadi harta bersama dan telah ditetapkan 
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pembagiannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal mana sesuai 

dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa utang pada BRI Unit Tapa 

tersebut ada di tangan Tergugat; 

30) Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun utang pada BRI Unit Tapa 

tersebut sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena 

penguasaan dan penggunaannya sepenuhnya berada di tangan Tergugat antara 

lain untuk membangun rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat, sehingga 

dengan demikian beban utang tersebut akan dibagi dengan merujuk pada 

pembagian tanah, rumah dan sebuah sepeda motor seperti yang telah 

dipertimbangkan di atas, dimana Penggugat dibebani tanggung jawab melunasi 

1/5 utang atau sebanyak 23 kali angsuran atau sama dengan sebesar 

Rp.44.298.000 dan 4/5 utang atau sebanyak 92 kali angsuran atau sama dengan 

sebesar Rp.177.192.000 menjadi beban Tergugat; 

31) Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama baik yang berbentuk benda 

bergerak dan tidak bergerak maupun berupa utang dinyatakan dibagi 5, di mana 

untuk Penggugat 1/5 bagian dan untuk Tegrugat 4/5 bagian, maka dengan 

demikian gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian dan menolak 

untuk selain dan selebihnya; 

32) Menimbang, bahwa terhadap tata cara pembagian harta baik berupa benda 

bergerak (sebuah sepeda motor) maupun benda tidak bergerak (tanah dan 

rumah) tersebut di atas, sedapat mungkin dapat dilaksanakan dengan cara 

kompensasi, dimana Penggugat dan Tergugat menetapkan harga tanah, rumah 

dan sepeda motor secara musyawarah mufakat, kemudian menyerahkan apa 

yang menjadi bagian pihak lain sesuai porsi pembagian tersebut di atas. 
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Demikian pula dengan kewajiban utang dapat dikompensasikan dengan apa 

yang menjadi hak dari masing-masing pihak; 

33) Menimbang bahwa apabila pembagian secara musyawarah mufakat dan atau 

melalui cara kompensasi atau secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka 

objek sengketa berupa tanah dan rumah serta sebuah sepeda motor akan dilelang 

di hadapan umum dan selanjutnya hasilnya akan dibagi sesuai amar putusan ini; 

34) Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah dan rumah, karena 

objek dimaksud memungkinkan untuk beralih atau setidak-tidaknya dikuasai 

oleh pihak lain, maka siapa saja yang menguasai objek tersebut, diperintahkan 

untuk mengosongkannya dan jika diperlukan pengosongan dilakukan dengan 

bantuan alat negara; 

 

i. Putusan 

Dalam Konvensi: 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2) Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat 

(Penggugat); 

 

Dalam Rekonvensi: 

1) Mengabulan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

2) Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah: 

a) 1 (satu) bidang Tanah Kintal seluas ± 436,75 m2, terletak di Desa Boidu, 

Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, yang diatas tersebut 

berdiri satu buah rumah permanen seluas 79,63 m2 dengan batas-batas: 

(1) Utara berbatas dengan tanah kosong milik dari Mohamad Talapu; 
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(2) Timur berbatas dengan Rumah Mohamad Talapu; 

(3) Selatan berbatas dengan Jalan Dulamayo; 

(4) Barat berbatas dengan Rumah Rabiah Jaati; 

b) 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DM 4719 

EA atas nama Saira Noho Kasim; 

c) Utang pada BRI Unit Tapa sebesar Rp.221.490.000 (dua ratus dua puluh 

satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah); 

3) Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi 5 harta bersama dimaksud pada 

diktum 2.1 dan 2.2 tersebut di atas untuk selanjutnya 1/5 bagian diserahkan 

menjadi hak milik Penggugat dan 4/5 bagian menjadi hak dan milik Tergugat 

dan jika pembagian secara natura atau dengan cara kompensasi tidak dapat 

dilaksanakan, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya 

dibagi lima antara Penggugat dan Tergugat; 

4) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang pada diktum 2.3 

di atas, masing-masing Penggugat sebesar 1/5 dari utang atau sebanyak 23 kali 

angsuran atau sama dengan sebesar Rp.44.298.000 (empat puluh empat juta dua 

ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Tergugat sebesar 4/5 dari utang 

atau sebanyak 92 kali angsuran atau sama dengan sebesar Rp.177.192.000 

(seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah); 

5) Menghukum Penggugat dan Tergugat atau pihak lain untuk mengosongkan 

objek sengketa sebagaimana pada diktum 2.1 untuk selanjutnya diserahkan 

kepada pihak yang berhak dan bila perlu dengan bantuan alat negara; 

6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 
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2. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm 

 

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm adalah perkara pembagian harta akibat 

perceraian tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. 

Berdasarkan penelitian pada putusan tersebut diperoleh data sebagai berikut: 

a. Subyek Hukum 

1) PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan 

Pensiun PNS (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, diwakili oleh 

kuasa hukumnya Rusniansyah Marlim, S.H., Advokat Pengacara Konsultan 

Hukum pada kantor Penasehat Hukum, Rusniansyah Marlim, S.H., dan Rekan 

beralamat di Jalan Samadi RT 02 RW 01 No. 9 Kelurahan Jawa, Kecamatan 

Martapura, Kabupaten Banjar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 

Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura 

Nomor 23/SK/III/2012/PA.Mtp. tanggal 26 Maret 2012, dahulu sebagai 

Penggugat sekarang “Pembanding”; 

2) TERBANDING, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan 

Ketua RT, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, dahulu sebagai Tergugat 

sekarang “Terbanding”; 

 

b. Duduk Perkara 

Dalam Konvensi: 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2) Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Terbanding) terhadap 

Penggugat (Pembanding); 
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Dalam Rekonvensi: 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 

2) Menetapkan bahwa rumah dan tanah yang terletak di Jalan Pendidikan 

Komplek Perumahan Citra Permata Biru Blok III RT 001 RW 004 No. 28A 

Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dengan luas 

tanah 10 m x 14 m =140 m2 dengan batas-batas: 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dan tanah H. Sujoko; 

b) Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Komplek Perumahan Citra Permata 

Biru Blok III; 

c) Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ihsan Noryakin/Hj. Ajeng Kartini; 

d) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dan tanah Alm. H. Basuni; 

Dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan lantai (semen cor) 

dan dinding beton dengan ukuran panjang 11,60 m dan lebar 9 m, adalah harta 

bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat 

Rekonvensi/Penggugat Konvensi; 

3) Menetapkan bahwa 1/3 bagian dari harta bersama dimaksud pada angka 2 di 

atas adalah hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan 2/3 bagian 

adalah hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; 

4) Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk 

menyerahkan bagian hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 1/3 bagian 

dari harta bersama dimaksud pada angka 2; 

 

c. Pertimbangan Hukum 

Dalam Konvensi: 
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1) Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik 

Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh 

Tergugat, telah terbukti dengan sempurna, bahwa antara Penggugat dan 

Tergugat telah terjadi perselisihan sejak 2 tahun terakhir, tepatnya dimulai pada 

bulan September 2009, dan berpuncak dengan berpisah tempat tinggal, 

sehingga sangat sulit sekali untuk dapat disatukan kembali membangun suatu 

rumah tangga sebagaimana diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian 

gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf 

f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi 

Hukum Islam, dan gugatannya dapat dikabulkan; 

2) Menimbang pula, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan 

keterangan saksi-saksi keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian pertimbangan-

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan konvensi dinilai sudah 

tepat dan diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan 

sendiri dan putusannya dapat dikuatkan; 

 

Dalam Rekonvensi: 

1) Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat 

Rekonvensi/Tergugat menyatakan bahwa selama dalam perkawinan dengan 

Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah membeli sebuah rumah dan tanahnya 

pada tahun 1997 yang terletak di Jalan Pendidikan Komplek Perumahan Citra 

Permata Biru Blok III RT 001 RW 004 No. 28A Kelurahan Sekumpul, 
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Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dengan luas tanah 10 m x 14,5 m = 

145 m2. Kemudian rumah tersebut ditambah bangunan untuk ruang dapur, 

ruang makan, kamar mandi dan wc serta tempat cuci dengan ukuran 5 m x 10 

m dengan dana dari menjual tanah di Indra Sari Rp.3.000.000 yang dibeli 

selama perkawinan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga luas rumah tersebut 

keseluruhannya menjadi 86 m2. Oleh karenanya Penggugat 

Rekonvensi/Tergugat menuntut agar rumah dan tanahnya yang menjadi harta 

bersama tersebut agar dibagi dua bagian bila terjadi perceraian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

2) Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, 

keterangan saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi, bukti-bukti surat (P2 dan 

P3) serta keterangan saksi-saksi Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dapat 

dinyatakan telah terbukti secara sempurna, bahwa rumah dan tanah yang 

digugat oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi merupakan harta bersama antara 

Penggugat dan Tergugat, karena sudah terbukti objek tersebut diperoleh pada 

saat dalam perkawinan, vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974; 

3) Menimbang selanjutnya, bahwa walaupun objek gugatan Rekonvensi telah 

terbukti sebagai harta bersama, namun pembagiannya dalam perkara a quo, 

menurut pendapat Hakim Banding memerlukan suatu penelaahan lebih 

mendalam, baik dari sisi sumber dana berasal ataupun dari segi pemenuhan hak 

dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dengan demikian diharapkan 

lebih mendekati pada rasa keadilan; 
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4) Menimbang terlebih dahulu, bahwa menurut ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf 

a dan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan jelas ditentukan bahwa 

suami berkewajiban memberi nafkah, kiswah (pakaian) dan menyediakan 

tempat tinggal untuk seorang istri. Sedangkan dalam perkara a quo telah 

terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal 

perkawinan, sementara pihak Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya 

sebagai seorang istri sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (1) 

dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dan walaupun Penggugat terbukti nusyuz 

karena tidak mau diajak berhubungan badan (vide Pasal 83 Kompilasi Hukum 

Islam) dan berakibat hukum tidak berhak menerima nafkah (termasuk nafkah 

iddah) (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam). Hal itu terjadi sejak 

dua tahun terakhir, tepatnya sejak bulan September 2009. Oleh karena itu dalam 

nafkah lahir, berdasarkan bukti-bukti yang ada pada pemeriksaan Tingkat 

Pertama telah terbukti bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk 

memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal perkawinan sampai dengan 

dua tahun terakhir, tepatnya bulan September 2009. Dan walaupun Penggugat 

menerima tentang keadaan Tergugat sejak awal perkawinan, hal itu tidak 

menggugurkan kewajiban Tergugat dan menghapuskan hak Penggugat untuk 

menerima nafkah terhitung sejak awal perkawinan sampai dengan terbuktinya 

Penggugat nusyuz pada bulan September 2009; 

5) Menimbang, bahwa dalam hal kewajiban menyediakan tempat tinggal, 

berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 ternyata Penggugat membeli kepada PT. 

Pribumi Citra Megah Utama dengan cara bayar mencicil kepada Bank BTN, 

yang di potong dari gaji Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri 



79 
 

Sipil. Begitu pula penambahan bangunan dapur, ruang makan, kamar mandi dan 

wc, sumber dana yang digunakan berasal dari menjual tanah yang dibeli dalam 

perkawinan (bukti P.2) yang diperoleh dengan cara mencicil dari gaji Penggugat 

ditambah dari sumbangan Tergugat berupa beberapa potong kayu bekas 

bangunan yang ditaksir oleh Penggugat seharga Rp.300.000. Oleh karena itu 

berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, terlihat jelas bahwa sumber dana untuk 

membeli rumah dan tanah serta perluasan bangunannya secara keseluruhan 

berasal dari Penggugat, kecuali beberapa potong kayu bekas bangunan yang 

ditaksir seharga Rp.300.000 merupakan andil dari Tergugat; 

6) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, di mana 

secara faktual telah terbukti dengan sempurna bahwa Tergugat tidak memenuhi 

kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan Pasal 81 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tidak memberi nafkah lahir sejak awal 

perkawinan sampai dengan bulan September 2009 serta tidak menyediakan 

tempat tinggal untuk Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugat sendiri yang 

menyediakannya. Oleh karena itu in casu Hakim Banding berpendapat bahwa 

pembagian harta bersama dalam perkara ini harus disesuaikan dengan andil para 

pihak dalam terwujudnya objek tersebut, sehingga Pasal 97 Kompilasi Hukum 

Islam yang membagi harta bersama menjadi dua bagian tidak tepat untuk 

diterapkan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan 

sebagaimana mestinya, di mana kewajiban-kewajiban yang essensial tidak 

dipenuhi oleh Tergugat dan hak-hak Penggugat terabaikan; 

7) Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pembagian secara riil berdasarkan 

andil para pihak, maka rumah dan tanah untuk Penggugat, sedangkan beberapa 
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potong kayu bekas bangunan yang ditaksir oleh Penggugat dan tidak dibantah 

Tergugat seharga Rp.300.000 ditambah dengan ongkos pengawasan 

penambahan bangunan selama 4 bulan (ongkos pengawasan termasuk biaya 

bangunan) yang ditaksir dan ditawarkan oleh Penggugat kepada Tergugat 

sebesar Rp.3.000.000, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.3.300.000 yang 

harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat; 

 

d. Putusan 

Dalam Konvensi: 

1) Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima; 

2) Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 531/Pdt.G/2011/PA 

Mtp. tanggal 7 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rab’iul 

Awwal 1433 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya 

berbunyi sebagai berikut: 

a) Mengabulkan gugatan Penggugat; 

b) Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Terbanding) terhadap 

Penggugat (Pembanding); 

 

Dalam Rekonvensi: 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 

2) Menetapkan bahwa rumah dan tanah yang terletak di jalan Pendidikan Komplek 

Perumahan Citra Permata Biru Blok III RT 001 RW 004 No.28 A kelurahan 

Sekumpul kecamatan Martapura Kota dengan luas tanah 10 m x 14 m =140 m2 

dengan batas-batas: 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dan tanah H. Sujoko; 
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b) Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Komplek Perumahan Citra Permata 

Biru Blok III; 

c) Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ihsan Noryakin/Hj. Ajeng Kartini; 

d) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dan tanah Alm. H. Basuni; 

Dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan lantai (semen cor) 

dan dinding beton dengan ukuran panjang 11,60 m dan lebar 9 m, adalah harta 

bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat 

Rekonvensi/Penggugat Konvensi; 

3) Menetapkan bahwa rumah dan tanah tersebut di atas adalah hak Tergugat 

Rekonvensi/Penggugat Konvensi; 

4) Menetapkan bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi mendapatkan haknya 

keseluruhannya berjumlah Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang 

harus dibayar oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat/ 

Penggugat Rekonvensi; 

5) Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk 

menyerahkan uang keseluruhannya berjumlah Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus 

ribu rupiah) kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi; 

 

C. Alasan Majelis Hakim Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama 

Akibat Perceraian Dengan Mengesampingkan Ketentuan Pasal 97 KHI 

 

1. Alasan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo 

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo adalah perkara pembagian harta bersama 

akibat perceraian pada Pengadilan Agama Gorontalo. Di mana selama dalam masa 

perkawinan berlangsung antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (suami) 

dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (istri) telah diperoleh harta bersama 
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berupa tanah, rumah dan sebuah sepeda motor. Suami menggugat harta yang 

diperoleh selama masa perkawinan tersebut untuk dibagi sesuai hukum yang 

berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 97 KHI yaitu dengan membagi harta tersebut 

menjadi seperdua untuk masing-masing pihak. Akan tetapi, sang istri merasa 

keberatan jika harta tersebut dibagi sesuai hukum yang berlaku karena sang suami 

sama sekali tidak mempunyai andil terhadap keberadaan harta bersama tersebut. 

Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat (suami) terbukti tidak 

memberikan nafkah kepada Tergugat (istri) dan meninggalkan Tergugat selama 2,5 

tahun. Fakta tersebut menurut Pengadilan menjadi petunjuk untuk menarik 

kesimpulan berdasarkan persangkaan hakim (rechtelijke vermoedem) bahwa 

Penggugat (suami) tidak mempunyai andil terhadap keberadaan tanah, rumah dan 

sebuah sepeda motor yang menjadi harta bersama antara mereka. Hal tersebut 

mendasari pula keberatan Tergugat (istri) untuk membagi harta bersama sesuai 

ketentuan hukum yang berlaku. Pendapat Pengadilan di atas sesuai dengan 

pemahaman secara a contrario bahwa terhadap kebutuhan nafkah yang relatif 

ringan saja tidak dipenuhi oleh Penggugat (suami), apalagi terhadap kebutuhan 

papan (tempat tinggal) yang relatif berat. 

Berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat demi keadilan, bahwa khusus 

dalam perkara ini ketentuan Pasal 97 KHI tidak diterapkan secara utuh. Pembagian 

harta bersama menurut Pasal 97 KHI berlaku apabila suami bekerja mencari nafkah 

dan istri mengatur rumah tangga, sehingga apabila terjadi hal yang sebaliknya di 

mana istri bekerja mencari nafkah sedangkan suami melalaikan kewajibannya 

untuk memberi nafkah, maka ketentuan di tersebut dapat disimpangi demi keadilan. 
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Pengadilan berpendapat bahwa pembagian harta bersama antara Penggugat (suami) 

dan Tergugat (istri) yang mendekati rasa keadilan adalah dengan membagi harta 

bersama tersebut menjadi 5 (lima) bagian, di mana Penggugat (suami) mendapat 

1/5 (seperlima) bagian dan Tergugat (istri) mendapat 4/5 (empat perlima) bagian. 

Selain pembagian harta bersama, Majelis Hakim juga menetapkan pembagian utang 

bersama antara Tergugat (istri) dan Penggugat (suami) selama perkawinan. Di mana 

antara Tergugat (istri) dan Penggugat (suami) mempunyai utang di BRI Unit Tapa 

sebesar Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan uangnya berada di tangan 

Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (3) KHI bahwa harta bersama yang 

tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, sehingga dengan demikian 

utang yang dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai 

suami istri adalah sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat. Utang yang 

menjadi tanggung jawab bersama tersebut yakni sebanyak sebesar Rp.1.926.000 x 

115 kali angsuran seluruhnya sebesar Rp.221.490.000 (dua ratus dua puluh satu juta 

empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Utang tersebut digunakan untuk 

membangun rumah milik Penggugat dan Tergugat, di mana rumah tersebut telah 

dinyatakan menjadi harta bersama dan telah ditetapkan pembagiannya sebagaimana 

telah dipertimbangkan di atas. 

Berdasarkan fakta di atas, meskipun utang tersebut sebagai utang bersama antara 

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena penguasaan dan penggunaannya 

sepenuhnya berada di tangan Tergugat (istri) antara lain untuk membangun rumah 

bersama milik Penggugat dan Tergugat, maka beban utang tersebut dibagi dengan 

merujuk pada pembagian tanah, rumah dan sebuah sepeda motor seperti yang telah 



84 
 

dipertimbangkan di atas, di mana Penggugat (suami) dibebani tanggung jawab 

melunasi 1/5 (seperlima) utang atau sebanyak 23 kali angsuran atau sama dengan 

sebesar Rp.44.298.000 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan 

ribu rupiah) dan 4/5 (empat pelima) utang atau sebanyak 92 kali angsuran atau sama 

dengan sebesar Rp.177.192.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan 

puluh dua ribu rupiah) menjadi beban Tergugat (istri). 

Penulis mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang mengesampingkan norma 

aturan yang terdapat dalam Pasal 97 KHI, demi menetapkan pembagian yang lebih 

mendekati rasa keadilan. Karena apabila harta bersama tetap dibagi dengan porsi 

yang sama banyak yaitu seperdua untuk masing-masing pihak sesuai ketentuan 

Pasal 97 KHI, sedangkan hanya satu pihak yang berjuang dalam mengumpulkan 

harta bersama tersebut maka putusan tersebut jauh dari rasa keadilan. 

Islam memerintahkan manusia untuk menetapkan hukum dengan adil, sebagaiman 

firman Allah yang artinya, “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”101 Dalam perkara ini, 

penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim dalam membagi harta bersama 

dengan pembagian 1/5 (seperlima) untuk Penggugat (suami) dan 4/5 (empat 

perlima) untuk Tergugat (istri), telah mewujudkan rasa keadilan. 

Putusan Majelis Hakim yang memberikan porsi yang lebih besar kepada Tergugat 

(istri) dibanding Penggugat (suami) telah sesuai dengan prinsip keadilan Islam yang 

memenuhi prinsip kepatutan dan tidak merugikan orang lain. Hal ini sebagiamana 

                                                           
101 QS. An-Nisa’ (4): 58. 
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makna adil itu sendiri yang dalam Al-Qur’an berasal dari kata al-qisth yang berarti 

bagian (yang patut yang wajar). Pengertian adil di sini tidak harus mengantarkan 

adanya persamaan, akan tetapi adil yang dimaksud adalah memberikan bagian 

orang lain secara proporsional. 

Berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim dalam menetapkan pembagian harta 

bersama harus mengedepankan keadilan Islam yang proporsional, yaitu dengan 

membagi sesuai kontribusi masing-masing para pihak dalam memperoleh harta 

tersebut selama perkawinan berlangsung. Di mana dalam perkara ini, Tergugat 

(istri) yang mempunyai kontribusi terhadap keberadaan tanah, rumah dan sebuah 

sepeda motor yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, 

sedangkan di sisi lain Penggugat (suami) tidak mempunyai kontribusi terhadap 

harta tersebut dan juga tidak menjalankan kewajiban untuk memberi nafkah kepada 

Tergugat (istri). Oleh karena itu, sudah sepantasnya Tergugat (istri) mendapatkan 

porsi pembagian yang lebih besar dibanding Penggugat (suami). 

Di samping mendapat porsi pembagian harta bersama yang lebih besar, Tergugat 

(istri) juga dibebani tanggung jawab yang lebih besar dalam melunasi utang 

bersama yaitu dengan porsi 4/5 (empat perlima) utang, sedangkan Penggugat 

(suami) hanya dibebani tanggung jawab untuk melunasi 1/5 (seperlima) utang 

tersebut. Hal tersebut dikarenakan penguasaan dan penggunaan utang tersebut 

sepenuhnya berada di tangan Tergugat (istri) untuk membangun rumah bersama 

milik Penggugat dan Tergugat. 

Putusan Majelis Hakim dalam menetapkan pembagian harta dan utang bersama 

antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan makna keadilan dalam Islam yang 
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juga berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada 

setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini didefinisikan sebagai wadh al-syai’ fi 

mahallihi (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Di mana, hakim dalam perkara 

ini telah menetapkan pembagian harta bersama dengan memperhatikan kontribusi 

para pihak dalam memperoleh harta tersebut dengan memberikan porsi pembagian 

yang sesuai kepada para pihak yang memiliki hak atas harta dan utang tersebut. 

2. Alasan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm 

 

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm adalah perkara pembagian harta akibat 

perceraian tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Di mana 

selama dalam masa perkawinan berlangsung antara Pembanding/Penggugat (istri) 

dan Terbanding/Tergugat (suami) telah diperoleh harta bersama berupa rumah dan 

tanah. 

Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan 1/3 (sepertiga) 

bagian dari harta bersama tersebut adalah hak Tergugat (suami) dan 2/3 (dua 

pertiga) bagian adalah hak Penggugat (istri). Pembagian harta tersebut menurut 

pendapat Hakim Banding memerlukan suatu penelaahan lebih mendalam, baik dari 

sisi sumber dana berasal ataupun dari segi pemenuhan hak dan kewajiban masing-

masing pihak, sehingga dengan demikian diharapkan lebih mendekati rasa keadilan. 

Menurut ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan Pasal 81 ayat (1) KHI, dengan jelas 

ditentukan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah, kiswah (pakaian) dan 

menyediakan tempat tinggal untuk seorang istri, sedangkan dalam perkara tersebut 

telah terbukti bahwa Tergugat (suami) tidak memberi nafkah kepada Penggugat 

(istri) sejak awal perkawinan. Di samping itu, Penggugat (istri) tetap melaksanakan 
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kewajibannya sebagai seorang istri sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 83 

ayat (1) dan (2) KHI. Dan walaupun Penggugat terbukti nusyuz karena tidak mau 

diajak berhubungan badan dan berakibat hukum tidak berhak menerima nafkah 

(termasuk nafkah iddah), hal itu terjadi selama dua tahun terakhir sejak bulan 

September 2009. Oleh karena itu dalam nafkah lahir, berdasarkan bukti-bukti yang 

ada pada pemeriksaan tingkat pertama telah terbukti bahwa Tergugat (suami) tidak 

melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah lahir kepada Penggugat (istri) 

sejak awal perkawinan sampai bulan September 2009. 

Dalam hal kewajiban menyediakan tempat tinggal, ternyata Penggugat (istri) 

membeli kepada PT. Pribumi Citra Megah Utama dengan mebayar secara mencicil 

kepada Bank BTN, yang dipotong dari gaji Penggugat yang berstatus sebagai 

Pegawai Negeri Sipil. Begitu pula penambahan bangunan dapur, ruang makan, 

kamar mandi dan wc, sumber dana yang digunakan berasal dari menjual tanah yang 

dibeli dalam perkawinan yang diperoleh dengan cara mencicil dari gaji Penggugat 

(istri) ditambah dari sumbangan Tergugat (suami) berupa beberapa potong kayu 

bekas bangunan yang ditaksir oleh Penggugat (istri) seharga Rp.300.000 (tiga ratus 

ribu rupiah) serta ditambah dengan ongkos pengawasan penambahan bangunan 

selama 4 bulan (termasuk biaya bangunan) yang ditaksir oleh Penggugat (istri) 

sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti 

tersebut, terlihat jelas bahwa sumber dana untuk membeli rumah dan tanah serta 

perluasan bangunannya secara keseluruhan berasal dari Penggugat (istri), kecuali 

beberapa potong kayu bekas bangunan ditambah dengan ongkos pengawasan 

penambahan bangunan selama 4 bulan. 
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Secara faktual telah terbukti dengan sempurna bahwa Tergugat (suami) tidak 

memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan Pasal 

81 ayat (1) KHI, yaitu tidak memberi nafkah lahir sejak awal perkawinan sampai 

dengan bulan September 2009 serta tidak menyediakan tempat tinggal untuk 

Penggugat (istri), bahkan sebaliknya Penggugat sendiri yang menyediakannya. 

Berdasarkan hal di atas, Hakim Banding berpendapat bahwa pembagian harta 

bersama dalam perkara ini harus disesuaikan dengan andil para pihak dalam 

terwujudnya objek tersebut, sehingga ketentuan Pasal 97 KHI yang membagi harta 

bersama menjadi seperdua tidak tepat untuk diterapkan, karena kondisi rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya, di mana 

adanya kewajiban-kewajiban yang esensial tidak dipenuhi oleh Tergugat (suami) 

dan hak-hak Penggugat (istri) terabaikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan rasa 

keadilan Hakim Banding menetapkan bahwa rumah dan tanah tersebut adalah hak 

Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) mendapatkan haknya yang keseluruhannya 

berjumlah Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh 

Penggugat (istri) kepada Tergugat (suami). 

Penulis mengapresiasi putusan Hakim Banding yang mengesampingkan norma 

aturan yang terdapat dalam Pasal 97 KHI serta melakukan perbaikan amar putusan 

hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian 

dari harta bersama tersebut adalah hak Tergugat (suami) dan 2/3 (dua pertiga) 

bagian adalah hak Penggugat (istri) melalui penelaahan lebih mendalam, baik dari 

sisi sumber dana berasal ataupun dari segi pemenuhan hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Hal ini sesuai dengan makna keadilan dalam Islam yang berarti 
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perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap 

pemiliknya. Adil dalam hal ini didefinisikan sebagai wadh al-syai’ fi mahallihi 

(menempatkan sesuatu pada tempatnya). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Banding menetapkan bahwa pembagian 

harta bersama tersebut yang lebih mendekati rasa keadilan adalah dengan 

menetapkan bahwa rumah dan tanah adalah hak Penggugat (istri) dan Tergugat 

(suami) mendapatkan haknya yang keseluruhannya berjumlah Rp.3.300.000 (tiga 

juta tiga ratus ribu rupiah) dari taksiran biaya beberapa potong kayu bekas bangunan 

ditambah dengan ongkos pengawasan penambahan bangunan selama 4 bulan 

(termasuk biaya bangunan). 

Putusan Hakim Banding di atas telah sesuai dengan prinsip keadilan Islam yang 

memenuhi prinsip kepatutan dan tidak merugikan orang lain. Hal ini sebagiamana 

makna adil itu sendiri yang dalam Al-Qur’an berasal dari kata al-qisth yang berarti 

bagian (yang patut yang wajar). Pengertian adil di sini tidak harus mengantarkan 

adanya persamaan, akan tetapi adil yang dimaksud adalah memberikan bagian 

orang lain secara proporsional. 

Dalam perkara ini, Hakim Banding dalam menetapkan pembagian harta bersama 

telah mencerminkan keadilan Islam yang proporsional dengan membagi sesuai 

kontribusi masing-masing para pihak dalam memperoleh harta tersebut dan 

memberi bagian yang patut kepada yang berhak memilikinya. Rumah dan tanah 

secara keseluruhan menjadi hak Penggugat (istri) karena Penggugat yang 

mempunyai andil atas keberadaan harta tersebut, sedangkan Tergugat (suami) tidak 

berhak atas rumah dan tanah tersebut karena selama perkawinan Tergugat tidak 
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menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah sejak 

awal perkawinan dan tidak menyediakan tempat tinggal kepada istrinya. Oleh 

karena itu, Tergugat (suami) hanya mempunyai hak sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta 

tiga ratus ribu rupiah) dari taksiran biaya sumbangan beberapa potong kayu bekas 

bangunan ditambah dengan ongkos pengawasan penambahan bangunan selama 4 

bulan. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalan Bab IV, 

maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perspektif keadilan Islam terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian 

adalah dengan membagi harta tersebut dengan memenuhi prinsip-prinsip 

kepatutan dan tidak merugikan orang lain. Hal ini sebagiamana makna adil yang 

dalam Al-Qur’an berasal dari kata al-qisth yang berarti bagian (yang patut yang 

wajar). Pengertian adil tersebut tidak harus mengantarkan adanya persamaan, 

tetapi adil yang dimaksud adalah memberikan bagian orang lain secara 

proporsional. Oleh karena itu, pembagian harta bersama akibat perceraian harus 

mengedepankan keadilan proporsional, yaitu dengan membagi sesuai 

kontribusi masing-masing para pihak dalam memperoleh harta bersama selama 

perkawinan berlangsung.  

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama akibat perceraian 

pada Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 

22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm adalah berdasarkan kontribusi masing-masing pihak 

terhadap keberadaan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan 

berlangsung, dan dari sisi pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. 
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3. Alasan Majelis Hakim memutus perkara pada Putusan Nomor 

546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Bjm dengan 

mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI adalah dikarenakan selama 

perkawinan berlangsung, istri yang mempunyai kontribusi terhadap keberadaan 

harta bersama dalam perkawinan tersebut, sedangkan suami melalaikan 

kewajibannya untuk memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal. Oleh 

karena itu, sudah sepantasnya isti yang mendapatkan porsi yang lebih besar 

dalam pembagian harta bersama. Hal ini sesuai dengan keadilan Islam yang 

proporsional dengan membagi harta bersama sesuai kontribusi masing-masing 

para pihak dalam memperoleh harta tersebut selama perkawinan berlangsung.   
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